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ABSTRAK


Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Premanisme oleh Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
	Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup berinteraksi dengan manusia lainnya, maka manusia akan memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama sehingga terciptalah masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dinamis ini menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi individu manusia. Perkembangan ini tentu bertujuan utuk kebaikan atau hal positif bagi masyarakat. Kehidupan dinamis masyarakat yang cepat kadang membuat beberapa masyarakat tertinggal dalam hal pemikiran dan ilmu pengetahuan, membuat hidup mereka menjadi stagnan dan tidak mau maju, sehingga berakibat buruk bagi kehidupan mereka mulai dari buruknya perekonomian, rendahnya ilmu pengetahuan, tidak mengikuti modernisasi, dan sebagainya. 
	Dari sudut pandang kriminologi setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa. Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya, baik laki-laki ataupun wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya[footnoteRef:0]. [0: 	 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2019), hal. 42)
] 

	Premanisme di Indonesia dari dahulu hingga sekarang masih terus ada berlangsung di setiap masa. Mulai dari masa kolonial Belanda hingga sekarang masih terjadi aksi premanisme yang menandakan bahwa aksi premanisme ini belum dapat dituntaskan di masyarakat. Premanisme (berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu vrijman yang berarti orang bebas, merdeka dan ismme yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.
	Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dengan cara intimidasi dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.
	Dikutip dari metro.online.co, aksi premanisme berkedok ormas mengancam pengelola super market Irian di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang viral usai diunggah warga ke Media Sosial. Informasi dihimpun, bahwa kejadian itu terjadi pada Jum' at 25/1/2025 kemarin, saat toko Irian supermaket yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekan Tanjung Morawa, didatangi sekelompok pria berseragam ormas orange, mereka memaksa pemilik usaha untuk mencopot tulisan parkir gratis dihalaman toko dan meminta kalau mereka yang akan mengutip uang parkir kendaraan dihalaman toko. Selain itu orang itu juga meminta karton karton bekas yang dihasilkan dari barang barang toko diserahkan pada mereka. Banyak warga yang berkomentar sinis dan mengecam ulah sejumlah oknum ormas itu sekaligus meminta aparat Kepolisian dan TNI melakukan penindakan tegas. “Itu tak bisa dibiarkan Polisi, ormas itu bukan tujuannya menjadi komplotan pemeras atau nakut nakuti masyarakat, minta jatah preman kepada pengusaha maupun pedagang sudah tidak jamannya lagi sekarang. Aparat harus tegas memberi mereka tindakan tegas. Banyak parkir parkir diambil preman dan masuk kantong pribadi," ucap warga. Aksi para oknum saat mengintimidasi pemilik toko terekam CCTV toko dan akhirnya tersebar di media sosial ini tidak dilaporkan pada polisi. Namun mereka berharap ada respon penjegahan dari pihak Kepolisan agar kejadian sama tidak terulang lagi[footnoteRef:1]. [1: 	 https://www.metro-online.co/2025/01/minta-parkir-dan-karton-bekas-oknum.html, diakses pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 pukul 14.00 wib.] 

	Kasus premanisme lainnya dikutip dari harianbersama.com, Sekitar 50 orang pria menyerang rumah milik Jansen Tarigan di Dusun VI, Desa Patumbak, Kec. Patumbak, Rabu (22/1/2025) sekira pukul 10.00 WIB. Bangunan rumah rusak parah diubrak-abrik. Perusakan rumah itu diketahui Jansen Tarigan setelah diinformasikan kerabatnya melalui telepon. Jansen pun langsung datang dan masih melihat segerombolan pria meninggalkan lokasi rumah miliknya yang telah diporakporandakan. Saksi mata memberitahukan kepada Jansen bahwa gerombolan perusak itu dikomandoi pria berinisial BB terduga suruhan pihak perkebunan PTPN II. Tidak terima dengan perbuatan para pria yang bertindak menggunakan cara-cara premanisme itu, Jansen Tarigan pun membuat laporan ke Mapolda Sumut dengan STTLP/B/88/I/2025/SPKT/Poldasu. Menurut Jansen Tarigan, akibat perbuatan gerombolan pria itu, dia mengalami kerugian sekitar Rp 300 juta[footnoteRef:2]. [2: 	 https://www.harianbersama.com/2025/01/25/ngerii-premanisme-merajalela-di-patumbak - rumah- jansen-tarigan-diserang-bangunan-rusak-diubrak-abrik-50-pria, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 Pukul 13.15.] 

	Hal ini menunjukkan bahwa premanisme yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nampaknya belum terlaksana dengan baik.Sedangkan fungsi dan tujuan kepolisian sudah sangat
jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah di sapakati oleh pemerintah. 
	Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia[footnoteRef:3]. [3: 	 Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002).] 

	Premanisme di Indonesia adalah fenomena sosial yang kompleks dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun kerap dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum, kenyataannya, keberadaan preman diberbagai kota dan daerah tidak bisa sepenuhnya dihapuskan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya dalam penegakan hukum terhadap premanisme yang sering kali berada di antara pemberantasan tuntas dan sikap kolusi yang terjalin antara aparat penegak hukum dan kelompok-kelompok preman.
	Di satu sisi, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan dan operasi untuk memberantas premanisme sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat kasus-kasus di mana kelompok preman terlibat dalam hubungan patronase dengan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini menciptakan kondisi di mana premanisme tidak hanya sekadar persoalan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik dan ekonomi yang lebih luas.
	Fenomena kolusi antara aparat dan preman memperumit upaya pemberantasan. Preman sering kali dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan kepentingan politik atau bisnis. Misalnya, dalam kasus-kasus pemilihan umum, kelompok preman bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk memobilisasi massa, menjaga ‘keamanan,’ atau bahkan intimidasi politik. Hubungan yang saling menguntungkan ini membuat beberapa aparat terlibat dalam praktik kolusi, sehingga premanisme tetap bertahan meskipun ada operasi-operasi pemberantasan.
	Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum terhadap premanisme juga mencakup faktor-faktor internal, seperti rendahnya tingkat disiplin, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan internal pada aparat penegak hukum. Kondisi ini membuat upaya pemberantasan premanisme seringkali tidak efektif atau hanya bersifat sementara.
	Tesis ini akan mengeksplorasi dilema penegakan hukum terhadap premanisme di Indonesia, dengan menggali faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan preman tetap bertahan, meskipun ada upaya pemberantasan. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana praktik kolusi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu memperumit penanganan premanisme, serta menawarkan solusi untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.
	Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Premanisme oleh Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang”

B. RUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?
3. Bagaimana saja upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?

C. TUJUAN PENELITIAN
	Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

D. MANFAAT PENELITIAN
	Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis  
	Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Premanisme. 
2. Manfaat Praktis 
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum terkait pemberantasan premanisme di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

E. KEASLIAN PENELITAN
	Untuk menghindari terbentuknya duplikasi penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka dilakukan peninjauan terhadap judul serta permasalahan tesis-tesis terdahulu. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. 
	Berdasarkan hasil peninjauan terhadap tesis terdahulu, ditemukan tesis yang berjudul “Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar” atas nama Zainuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar di tahun 2024. Penelitian tersebut focus pada pengaturan hukum tentang premanisme, sejauh manakah peran kepolisian dalam menanggulangi premanisme serta faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme.


	Selain dari tesis di atas, ada pula tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang” atas nama Vicky Jalu Hendro Prabowo, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran, tahun 2021. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum, hambatan serta solusi dalam implementasi pemberantasan premanisme pada masa pandemi Covid 19 di wilayah Kepolisian Resort Semarang. 
	Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang”, saya memfokuskan pada realitas penegakan hukum, hambatan yang dialami pada saat pemberantasan premanisme, dan upaya apa yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan premanisme di Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

F. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP
1. KERANGKA TEORI
	Kerangka teori merupakan salah satu pendukung penelitian, karena kerangka teori merupakan tempat penjelasan teori-teori tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teori untuk mendukung variabel penelitiannya yaitu teori teori penegakan hukum dan teori premanisme.
a. Teori Penegakan Hukum 
	Teori penegakan hukum menurut Wayne La-Fave pada dasarnya adalah suatu proses dimana pada hakikatnya merupakan penarapan suatu diskresi yang menyambung membuat suatu keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian tersendiri, yang pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), atas dasar penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja tercipta apabila tidak selaras antara “tri tunggal” yaitu suatu nilai, kadiah, dan pola perilaku, dimana gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak selarasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang bertransformasi dalam kaidah yang simpang siur dan pola perilaku buruk yang menggangu pergaulan hidup, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata hanya suatu pelaksanaan perundang-undangan[footnoteRef:4].  [4: 	 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Rajawali Press 2021), hal. 7. ] 

	Secara konseptual inti dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terelaborasikan dalam kaidah-kaidah yang kukuh serta sikap tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai akhir untuk membuat, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[footnoteRef:5].  [5: 	 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2021, Ibid, hal.5). ] 

	Hamid S. Attamimi mengatakan penegakan hukum merupakan suatu penegakan norma hukum, baik yang berfungsi sebagai imperatif maupun fungsi lainnya seperti otorisasi, pemberdayaan dan derogasi. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi[footnoteRef:6]. [6: 	 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar: SAH Media, 2017), hal. 45. 
] 

	Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukanlah penonton penegakan hukum, tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum[footnoteRef:7].  [7: 	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.  ] 

	Sedangkan Moljito mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari undang-undang umum yang berlaku di negara itu, memperkuat elemen dan aturan, yaitu: 
1) Menetapkan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan ancaman atau sanksi berupa pidana khusus terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut; 
2) Mencari tahu di mana pelanggar larangan ini dapat dihukum atau menghadapi hukuman dan kapan; dan 
3) Mencari tahu bagaimana hukuman bisa dijatuhkan jika diduga ada pelanggaran. 
	Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapatnya tentang pengertian penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses pemberian pidana di mana pidak-pihak atau badan-badan tersebut memiliki perannya masing-masing yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan suatu tindak pidana. Tetapi, badan yang langsung memiliki wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah pihak kepolisian[footnoteRef:8].  [8: 	 Prof. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 112. ] 

	Penegakan hukum bukan hanya mencakup proses di pengadilan, tetapi secara lebih luas, dilaksanakan lewat bermacam jalur dengan bermacam sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, ataupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban dari semua masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melaksanakan penegakan hukum, dengan demikian, masyarakat harus menguasai tentang hak dan kewajiban[footnoteRef:9].  Menurut Soejodo Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penegakan hukum, yaitu:  [9: 	 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hal. 400.  ] 

1) Faktor hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang;
2)  Faktor penegak hukumnya; 
3) Faktor fasilitas dan sarana penunjang penegakan hukum; 
4) Faktor masyarakatnya, yakni lingkup masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan; dan 
5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai suatu hasil karya, hasil cipta, dan hasil karsa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulannya[footnoteRef:10].  [10: 	 Fence M. Wantu, Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 6. 
] 

	Kelima faktor di atas saling berhubungan erat, oleh karenanya kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan suatu tolak ukur dari keefektivitasan penegakan hukum. 
	Teori penegakan hukum menurut pandangan Satjipto Rahardjo dikenal juga dengan istilah law enforcement, atau dalam bahasa belanda dikenal dengan rechtstoepassing dan rechtshandving, yaitu suatu pemikiran yang memaparkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum, yang didalam suatu prosesnya melibatkan manusia, dimana hal tersebut berarti dapat dilihat bahwa penegakan hukum tidak dilihat sebagai suatu proses legisioner melainkan sesuatu yang kompleks, dimana masuknya faktor manusia dalam penegkan hukum sarat dengan dimensi perilaku berikut faktor yang menyertainya, dimana penegakan hukum bukan lagi sebagai deduksi logis melainkan hasil dari suatu pilihan, dengan demikian output dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika saja melainkan juga menurut hal yang tidak menyangkut logika[footnoteRef:11]. [11: 	 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hal.191-192.] 

2. KERANGKA KONSEP
	Di dalam riset hukum normatif ataupun empiris dimungkinkan guna menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang bisa dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis serta konstruksi informasi[footnoteRef:12].  [12: 	 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 51. 
] 

	Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan penafsiran, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konsep yang digunakan diambil dari sebagian pendapat para ahli dibidangnya. Tetapi sebagian ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk kepentingan penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 
1. Penegakan Hukum
	Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan[footnoteRef:13]. [13: 	 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 25.] 

	Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup[footnoteRef:14]. [14: 	 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 5.] 

	Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.
2. Premanisme
	Istilah preman menurut Ida Everdnandya “Premanisme di Indonesia”, berasal dari bahasa Belanda vrijman yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Preman itu sendiri dapat digolongkan dalam berbagai jenis, dapat dilihat dari penampilan dan tindakan premanisme yang dilakukannya, preman dapat dibagi menjadi beberapa macam atau golongan yaitu preman tingkat bawah, preman tingkat menengah dan preman tingkat atas.
	Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan mempengaruhi keamanan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan dalam lingkup kehidupan sosial merupakan hal yang sering terjadi karena kekerasan pada dasarnya dilakukan bersamaan dengan bentuk-bentuk kegiatan kriminal lainnya. Akhir-akhir ini, kekerasan di masyarakat Indonesia tampak semakin meningkat, baik ditinjau secara ragam jenis kekerasan serta meningkatnya kuantitas kasus kekerasan yang terjadi di antara banyaknya jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap pedagang dan supir supir angkutan akibat dari tidak memberikan uang kepada masyarakat setempat yang banyak terjadi[footnoteRef:15].  [15: 	 Ismail, Rais Rahmat, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi Kejahatan." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 3 (2023) hal. 23 ] 

	Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) J.J Rijal menyebutkan istilah premanisme dalam Bahasa Belanda Vreiman “Orang Bebas” artinya Orang yang tidak mengabdi pada struktural birokrasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala itu. J.J Rijal juga menyebutkan mereka ini adalah pedagang bebas sehingga disebut sebagai Vreiman “Orang Bebas”. tapi di akhir tahun 1970-an, muncul Organisasi Preman Sadar, Preman Sadar ini merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang baru keluar dari penjara[footnoteRef:16].  [16: 	 Rizal Fahrisa, istilah preman di indonesia muncul sejak masa voc www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejak- masa-voc (4 Januari 2025) 
] 

	Definisi premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tato pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman dijalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN 
	Sistematika penulisan merupakan suatu metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian maupun karya tulis. Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai paya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan. 
	Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Pustaka. 
	Terdiri dari gambaran umum tentang penegakan hukum dan gambaran umum tentang pemberantasan premanisme.
Bab III : Metode Penelitian. 
	Terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 
Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
	Terdiri dari penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
Bab V : Penutup 
	Terdiri dari kesimpulan dan saran. 


BAB II 
KAJIAN PUSTAKA

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM
1. Pengertian Penegakan Hukum
	Sebelum membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum, ada baiknya apabila kita memahami terlebih dulu arti atau makna dari hukum itu sendiri. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, yang di dalamnya terdapat peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan disertai dengan suatu sanksi. Pendapat ini menunjukkan sifat memaksa dari hukum sehingga wajib untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat[footnoteRef:17]. [17: 	 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 49.] 

	Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam buku yang ditulis oleh Yuhelson, hukum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan hukum mencakup juga lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Hukum juga mempunyai berbagai makna yang telah dipaparkan oleh para ahli. Pada awalnya hukum hanya dipahami sebagai hukum yang muncul secara serta merta (interactional law)[footnoteRef:18]. [18: 	 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 6.
] 

	Seiring dengan perkembangan zaman, maka telah terjadi pergeseran terhadap makna hukum sehingga dikenal juga istilah hukum sebagai teks, dalam hal ini hukum hanya diartikan sebagai peraturan yang sengaja dibuat dan dapat dijumpai dalam teks atau perundangundangan (legislated law). Proses mengenal hukum sebagai teks menurut pendapat Satjipto Rahardjo dianggap sebagai sebuah proses yang menyempit, hal ini dikarenakan hukum yang didasarkan hanya pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk menerapkan hukum secara kaku dan regimentatif. Proses berhukum yang seperti ini dapat menimbulkan permasalahan besar khususnya yang berkaitan dengan keadilan[footnoteRef:19].  [19: 	 Yuhelson, ibid, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 10-14.
] 

	Sebagai upaya untuk mengatasi kekakuan hukum maka muncullah gagasan makna hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat bermakna bahwa agar dapat memahami hukum dengan baik maka hukum tersebut tidak boleh dilepaskan dari masyarakat tempat hukum berada dan bekerja. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat juga terjadi karena hukum sendiri dapat ditemukan dalam gagasan, tradisi, nilai, dan tujuan yang ada dalam masyarakat.
	Hukum juga dapat dimaknai sebagai perilaku. Makna hukum sebagai perilaku mengartikan hukum bukan hanya sebagai bentuk peraturan tertulis melainkan hukum juga dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya perubahan dalam memaknai konsep hukum, sehingga hukum tidak hanya dimaknai sebagai peraturan melainkan dapat dimaknai juga sebagai perilaku.
	Menurut pendapat Roscoe Pound, hukum juga dapat dimaknai sebagai social control dan social engineering. Makna hukum sebagai social control diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengontrol masyarakat sehingga dapat mewujudkan perilaku yang benar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan makna hukum sebagai social engineering diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengatur dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat[footnoteRef:20]. [20: 	 Zainuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 20025), hal. 25.] 

	Berdasarkan dengan makna hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum termasuk juga berkaitan dengan penegakannya tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang ada[footnoteRef:21]. Hukum pada dasarnya harus memberikan pencerahan terhadap masyarakat, oleh karena itu hukum dituntut harus bersifat progresif karena hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. [21: 	 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya, 2008), hal. 23.] 

	Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukun (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Hukum ialah sebagai gejala sosioempiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi independent variabel maka dikaji secara law in action serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (law and society)[footnoteRef:22]. [22: 	 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 110.] 

	Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri[footnoteRef:23]. [23: 	 Siswanto Sunarso, ibid, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 111.] 

	Penegakan hukum menurut Notie Handhaving Milleurecht adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu[footnoteRef:24].  [24: 	 10 Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, Suatu Pengantar Hukum Lingungan Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 267.] 

	Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Norma ini  bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Didi Nazmi Yunas negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi tersebut negara memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut[footnoteRef:25]. [25: 	 Didi Nazmi Yunas, Konsep Negara Hukum, (Padang: Angkasa Raya, 2008), hal. 17.] 

	Indonesia untuk menunjukkan ciri khas Indonesia maka penambahan atribut pancasila, sehingga menjadi negara hukum pancasila. Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila. Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan L. M Friedmen sistem hukum itu tersusun dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum[footnoteRef:26]. [26: 	 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Persfektif
Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 12.] 

	Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari[footnoteRef:27]. Ini berarti hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah produk hukum tapi juga harus dapat berfungsi dengan baik dan optimal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum juga diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.  [27: 	 Satjipto Rahardjo, ibid, (Bandung: Citra Adtya, 2008), hal. 191.] 

	Penegakan hukum sendiri telah bermula pada saat sebuah peraturan hukum dibuat. Dalam hal ini, perumusan pikiran pembentuk hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum juga dapat menjadi penentu pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya, yang menjadi puncak dari penegakan hukum terletak pada pelaksanaan aturan hukum oleh apparat penegak hukum[footnoteRef:28]. [28: 	 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 24.] 

	Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum juga sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat[footnoteRef:29]. Sebagai contoh, apabila lembaga legislatif membuat sebuah peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu peraturan yang dibuat telah gagal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan terwujudnya penegakan hukum secara baik ataupun dapat menjadi hambatan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik.  [29: 	 Satjipto Rahardjo, ibid, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 29.
] 

	Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga telah memperkenalkan penegakan hukum progresif. Maksud dari penegakan hukum progresif adalah para penegak hukum harus berani mengubah strategi dan caracara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa. Hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat[footnoteRef:30].  [30: 	 Satjipto Rahardjo, op.cit, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 73.] 

	Menurut Soedarto, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi atau telah terjadi. Penegakan hukum ialah tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata, jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan konkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat juga dilihat sebagai Upaya penanggulangan kejahatan[footnoteRef:31]. [31: 	 Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hal. 146.] 

	Penegakan hukum yang sebenarnya pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaiaan pergaulan kehidupan masyarakat[footnoteRef:32]. Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegakan hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.  [32: 	Isrok dan Rizki Emil Birham, Citizen lawsuit, (Malang: UB Press, 2010), hal. 62.] 

	Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, penegakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (law enfocement policy)[footnoteRef:33].  [33: 	 Fachry Bey, “Sejarah Viktimologi”, Prosiding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas
Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
] 

	Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. 
	Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau social defence planning yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (happiness of the citizens), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (a wholesome and cultural living), “kesejahteraan masyarakat” (social welfare), dan untuk mencapai “keseimbangan” (equality)[footnoteRef:34]. [34: 	 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 83-84.] 

	Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (impartial) dan patuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (fair) dan patut (equitable). Keadilan  harus mencakup kejujuran (fairness), tidak memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriate reward and punishment)[footnoteRef:35]. [35: 	 Siswanto Sunarso, ibid, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 85.] 

	Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, dengan empat alasan sebagai berikut: pertama, sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power). Kedua, hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. Ketiga, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya. Keempat, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of ethical requirements are as part of its meaning[footnoteRef:36]. [36: 	 Siswanto Sunarso, op.cit, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 87.] 

	Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi[footnoteRef:37]. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  [37: 	 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 13.
] 

	Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum juga sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Sebagai contoh, apabila Lembaga legislatif membuat sebuah peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu peraturan yang dibuat telah gagal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat[footnoteRef:38]. [38: 	 Satjipto Rahardjo, op.cit, (Bandung: Citra Adtya, 2008), hal. 24.] 

	Penegakan hukum juga bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan terwujudnya penegakan hukum secara baik ataupun dapat menjadi hambatan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik. 
	Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga telah memperkenalkan penegakan hukum progresif. Maksud dari penegakan hukum progresif adalah harus berani mengubah strategi dan cara-cara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa, hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat[footnoteRef:39]. [39: 	 Satjipto Rahardjo, op.cit, (Bandung: Citra Adtya, 2008), hal. 29.
] 

	Menurut pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Agus Riyanto, masalah yang biasa terjadi dalam penegakan hukum mempunyai keterkaitan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut[footnoteRef:40]: [40: 	 Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law,
https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/, diakses tanggal
20 Januari 2025.
] 

1. Faktor Hukum
	Hukum yang dimaksudkan di sini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor hukum biasanya disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya hukum tersebut, belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan aturan yang lebih tinggi, serta terdapat beberapa kata dalam aturan yang tidak jelas sehingga dapat mengakibatkan perbedaan dalam penafsiran maupun dalam penerapannya.
2. Faktor Penegak Hukum
	Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor penegak hukum biasanya terjadi karena rendahnya kualitas penegak hukum, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place, rendahnya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam bidang penegakan hukum khususnya kepada aparat penegak hukum, adanya korupsi dan organized crime antara anggota penegak hukum, dan kurangnya koordinasi di antara penegak hukum baik pada tataran teoritis dan kaidah maupun dalam Tingkat operasionalnya.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
	Sarana atau fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, dan kondisi keuangan yang cukup. Apabila sarana-sarana tersebut tidak dipenuhi, maka akan sulit untuk melaksanakan penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat
	Negara Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Selain itu penegak hukum juga perlu mengetahui dan memahami mengenai lembagalembaga sosial yang hidup dan masih dihargai oleh sebagian besar masyarakat yang ada. Apabila penegak hukum telah mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.
5. Faktor Kebudayaan
	Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Namun di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. 
	Faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut dalam kenyataannya harus saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang baik dan optimal. Hal ini dikarenakan apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi juga faktor lainnya dan pada akhirnya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.
	Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum, menurutnya penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan subjek maupun objeknya[footnoteRef:41]. [41: 	 Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hal. 243.
] 

	Berdasarkan subjeknya, penegakan hukum dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan subjek diartikan sebagai proses penegakkan hukum yang akan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku maka dapat diartikan bahwa ia telah menegakkan hukum, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan subjek diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Berdasarkan objeknya maka penegakan hukum juga dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit.
	Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan objek diartikan sebagai penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai yang telah diatur dalam aturan formal dan tertulis maupun nilai-nilai tidak tertulis yang hidup dan ditemukan dalam bermasyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan objek diartikan sebagai penegakkan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam konteks penelitian ini akan fokus pada penegakan hukum berdasarkan objek dalam arti sempit dan salah satu unsur yang akan dibahas adalah mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dari topik penelitian.
2. Jenis-Jenis Penegakan Hukum
a. Kepolisian 
	Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat[footnoteRef:42]. Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan[footnoteRef:43].  [42: 	 R. Abdussalam, Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI. (Jakarta: Dinas Hukum POLRI, 2017), hal 20.]  [43: 	 http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html, diakses pada 21 April 2025, pukul 18:00 WIB] 

	Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan[footnoteRef:44]. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.  [44: 	 http://kbbi.web.id/polisi, diakses pada tanggal 21 April, pukul 18:00 WIB. ] 

	Pengertian Kepolisian juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 Angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi[footnoteRef:45]. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 di sebutkan bahwa:  [45: 	 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), hal 55] 


1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
	Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. “Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam seharihari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya Polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya[footnoteRef:46].  [46: 	 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 200] 

	Selanjutnya mengenai pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politie Overzee” pengertian “Politie” meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Makna Polisi mengandung arti sebagai oragan dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalakan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah[footnoteRef:47]. [47: 	 Jimly Asshiddiqie, ibid, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 200] 

Selanjutnya istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi yang disebutkan dari pengertian di atas. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. 
1) Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian 
	Kepolisian sebagai fungsi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 2 yang berbunyi “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat”. Fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:
a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. 
b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. 
c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat. 
d) Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegah dari pada tindakan penindakan (represif) kepada masyarakat. 
e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi[footnoteRef:48].  [48: 	 Jimly Asshiddiqie, ibid, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 203] 

	Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antogonis menjadi polisi protagonis. 
	Penjelasan dari fungsi di atas maka kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pekerjaannya sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16: 
	Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
	Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 
i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; 
	Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 
a) menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 
f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i) mencari keterangan dan barang bukti; 
j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
	Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 
a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 
d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h) mengadakan penghentian penyidikan; 
i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 
k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
	Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 
a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 
c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 
d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 
e) menghormati hak asasi manusia. 
b. Kejaksaan
	Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
	Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
	Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
	Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewen

c. Hakim
	Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. 
	Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
	Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. 
	Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
	Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia
mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). 
	Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.
	Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.
	Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada ihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya[footnoteRef:49]. [49: 	 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hal.101] 

	Ada lima hal menjadi tanggung jawab hakim yaitu:
1) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
2) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restitutio in integrum.
4) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
5) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses[footnoteRef:50].  [50: 	 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, 2005) hal. 149
] 

	Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan. 
	Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 
1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang[footnoteRef:51]. [51: 	 Nanda Agung Dewantoro, ibid, (Aksara Persada: Jakarta, 2005) hal. 149
] 

d. Advokat
	Advokat, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan undang-undang tersebut. Prof. Subekti mendefinisikan advokat sebagai pembela dan penasihat, sementara pengacara adalah ahli hukum acara yang mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili pihak-pihak yang berperkara. Kata advokat juga memiliki akar etimologi dari kata Latin "advocatus" yang berarti "seseorang yang membantu atau membela orang lain
	Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaituadvocare, yang berarti to defend (mempertahankan), to call to ones said (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), to vouch or to warrant (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapakan dengan kata advocate, yang berarti: to defend by argument (mempertahankan dengan argumentasi), to support(mendukung), indicate or recommend publicly (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum). 
	Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this professionally in a court of law, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata advocaat berarti procereur artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, advocat berarti barrister atau counsel, pleader yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada provesi yang beraktivitas di Pengadilan. 
	Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia[footnoteRef:52].  [52: 	 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8. 
] 

	Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan. Menurut Balck’s Law Dictionary pengertian advokat adalah To speak in favour of or defend by argument (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan)[footnoteRef:53].  [53: 	 Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3 
] 

	Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. 
	Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku[footnoteRef:54]. Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.  [54: 	 Ishaq, ibid, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3] 

	Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang berjudul, Advokat dan Contempt of Court, kata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar mester in de rechten (Mr). Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalananya, profesi ini bahkan dinamai sebagai officum nobile, jabatan yang mulia. Dalam buku lain kata advocates (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongn atau bantuan dalam soal-soal hukum. Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembanganya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantu beracara dalam hukum[footnoteRef:55]. [55: 	 Ishaq, op.cit, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7] 

	Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan18.Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan prosureur (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan prosureur. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan prosereur adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan. 
	Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang dinamakan Patronus – Prosureur. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang yurist dan tidak boleh prosureur. Adapun mengenai kata prosureur berasal dari bahasa latin yaitu “Pro-curo” artinya “wakil”sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi advocaat-prosureur. Dalam artian seorang advocaat adalah otomatis menjadi prosureur, namun sebaliknya tidak setiap prosureur otomatis menjadi advocaat20, di Indonesia memaknai kata advocaat-prosureur yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (litigasi dan nonlitigasi). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang yurist, otomatis ini untuk membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum[footnoteRef:56].  [56: 	 Binoto Nadapdap, Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 25 
] 

	Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampirsetiap pemerintahan dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. “Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa para mereka merupakan orang yang membela orang-orang yang salah”[footnoteRef:57]. Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum. [57: 	 Binoto Nadapdap, ibid, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 25 ] 




B. GAMBARAN UMUM TENTANG PREMANISME
1. Pengertian Premanisme 
	Mengenai pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana. 
	Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) J.J Rijal menyebutkan istilah premanisme dalam Bahasa Belanda Vreiman “Orang Bebas” artinya Orang yang tidak mengabdi pada struktural birokrasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala itu. J.J Rijal juga menyebutkan mereka ini adalah pedagang bebas sehingga disebut sebagai Vreiman “Orang Bebas”. tapi di akhir tahun 1970-an, muncul Organisasi Preman Sadar, Preman Sadar ini merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang baru keluar dari penjara[footnoteRef:58]. [58: 	 Rizal fahrisa, istilah preman di indonesia muncul sejak masa voc www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejak- masa-voc (20  Januari 2025) ] 

	Makaampoh mengatakan, premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (492 KUHP),yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat[footnoteRef:59]. [59: 	 18 http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html  (20 Januari 2025) ] 

	Definisi Premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman dijalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik[footnoteRef:60].  [60: 	 http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Januari 2025) ] 

	Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan historis negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman, mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok ‘abu-abu’ tersebut sering kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini. Akan sangatlah sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam realitasnya mereka juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat[footnoteRef:61].  [61: 	 Widayatmo, Santyo, "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kriminalitas Dan Premanisme." Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan, Vol. 1 No.2 (2022), hal. 1 ] 

	Kelompok preman dan jago biasa dimanfaatkan pula oleh berbagai kekuatan politik seperti partai peserta pemilihan umum. Demi menjaring massa atau untuk kebutuhan ‘keamanan’ tak segan partai politik (politisi lokal) memasukkan mereka dalam salah satu sayap organisasinya seperti satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik. Bahkan dewasa ini banyak ditemui perkumpulan preman yang berkedok organisasi masyarakat, kepemudaan, atau profesi dengan acap kali ditengarai bermuara pada salah satu partai. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang fundamental dalam modernisasi ialah pelembagaan atau institusionalisasi kekuasaan. Namun dengan adanya pengaruh jaringan kelompok preman, jago, atau mafia menyebabkan distorsi dalam pelembagaan politik karena mengarah kepada negara bayangan atau shadow state[footnoteRef:62]. [62: 	 Hidayah, Muhammad Rezki, and Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945", Jurnal ilmu hukum dan sosial, Vol.1 No.4 (November, 2023), hal. 69 
] 

	Secara etimologis 'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata Belanda virjeman atau Inggris free (bebas) dan man (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula freeman ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahkan kehidupan orang lain. Kemudian kelompok preman ini membentuk komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (people power). Lama kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi pemuda. Tidak jarang pula, dalam rangka perebutan proyek serta lahan: parkir, pasar, dan lain sebagainya, sesama organisasi pemuda yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam. 
	Indonesia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasa 1 ayat 3 menyebutkan bahwa sebagai Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang komposisinya diatur oleh hukum sehingga semua kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme adalah tindak pidana kekerasan dan juga diatur dengan sangat jelas dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 89 KUHP, (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 460 KUHP) yang tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat. 
	Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Beberapa contoh aksi premanisme antara lain preman di terminal bus yang memungut pungutan liar (pungli) dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk. 
	Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dengan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut. Maka kepolisian sangat diperlukan untuk itu, dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia[footnoteRef:63].  [63: 	 De Carvalho, Zinedine, "Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Memberantas Perilaku Premanisme Di Kota Atambua (Studi Kasus di Polres Belu)." Jurnal Hukum Online, Vol.1 No.3 (Juli, 2023), hal 660 
] 

	Dengan demikian, disimpulkan bahwa preman adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang stabil. Mereka bergantung pada dukungan dari orang-orang yang terpengaruh oleh keberadaan mereka, karena mereka tidak bekerja dan harus bertahan hidup. Awalnya, mereka melakukan segala cara untuk mencari uang, tetapi mereka melihat ada orang-orang yang penakut dan dapat dimintai uang. Mereka juga menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa orang tersebut memenuhi permintaan mereka. Sikap dan tindakan semacam itu disebut sebagai premanisme. Hal ini digunakan sebagai penutup untuk mencapai kekuasaan ekonomi dengan memanfaatkan pendekatan premanisme. 
	Premanisme sebagai satu tindak pidana yang melanggar substansi norma hukum memiliki berbagai macam bentuknya. Police Watch sendiri memberikan kalsifikasi terhadap macam-macam premanisme sebagai berikut: 
a. Preman individu yang tidak terorganisasi. Mereka beroperasi sendiri atau dalam kelompok kecil, namun tanpa adanya struktur formal dan hubungan yang jelas. Preman dalam kategori ini biasanya bergerak dan beraksi sendirian dengan menggunakan modus yang seringkali rahasia. 
b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Dalam kata ini, preman-preman pasar seperti di pasar besar pada umumnya 
c. Preman terorganisasi, anggota yang menyetorkan uang kepada pimpinan. 
d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera berorganisasi. 
	Preman jenis ini termasuk dalam kategori preman berdasi yang beroperasi di wilayah kejahatan tingkat menengah hingga tinggi, mencakup lingkup politik, birokrasi, dan dunia kejahatan bisnis kelas atas. Dalam operasinya, banyak di antara mereka mendapatkan dukungan dari aparat keamanan. Mereka beroperasi dengan cepat dan sulit dijangkau oleh hukum, karena mereka mampu mempengaruhi aparat penegak hukum melalui berbagai cara yang tidak legal[footnoteRef:64].  [64: 	 http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Januari 2025) 
] 

	Menurut Azwar Hasan, jika dilihat dari tingkatannya, terdapat empat kategori preman yang ada dan berkembang dalam masyarakat : 
a. Preman tingkat bawah 
	Umumnya memiliki penampilan yang tidak terawat, memiliki tato, dan rambut panjang. Mereka sering terlibat dalam kegiatan kriminal ringan seperti pemalakan, pemerasan, dan melakukan ancaman terhadap korban. 
b. Preman tingkat menengah 
	Mereka yang berpenampilan lebih teratur dan memiliki tingkat pendidikan yang memadai seringkali bekerja melalui organisasi yang secara formal ilegal. Mereka menggunakan metode-metode yang kasar dan kejam dalam menjalankan tugas mereka, bahkan lebih kejam daripada preman pada umumnya karena mereka merasa beroperasi secara legal. Contohnya adalah Agency Debt Collector yang dipekerjakan oleh lembaga perbankan untuk menagih pembayaran hutang dari nasabah yang menunggak, serta perusahaan leasing yang menggunakan tindakan tidak manusiawi dalam menarik jaminan seperti mobil atau motor. 
c. Preman tingkat atas 
	Kelompok organisasi yang terafiliasi dengan partai politik atau organisasi massa, bahkan menggunakan kedok agama tertentu. Mereka disewa untuk melindungi kepentingan pemberi sewa. Mereka seringkali terlibat dalam tindakan kekerasan yang melanggar hukum. 
d. Preman tingkat elit 
	Oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah actor intelektual premanisme[footnoteRef:65].  [65: 	 http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Januari 2025)] 

2. Dasar Hukum Pemberantasan Premanisme 
	Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut: 
a. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal; 
b. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. 
	Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Untuk itu dalam perkembangannya apa saja hal-hal yang ada dalam premanisme dengan ketentuan pidana. Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
(2) Yang bersalah diancam: 
(a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 
(b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 
(c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 
(3) Pasal 89 tidak diterapkan[footnoteRef:66]. [66: 	 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
] 

2) Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 
(a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
(b)  dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 
(c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain. 
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
(3) Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
3) Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
(2)  Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. 
4) Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. 

C. GAMBARAN UMUM TENTANG BRIMOB KOMP II BATALYON A
1. Pengertian Brimob Komp II Batalyon A
	Pada tahun 1980 rencana Pembangunan Mako Kompi dan asrama. Bulan Maret tahun 1980 dilaksanakan Pembangunan Mako Kompi dan asrama yang diprakarsai oleh Menhankam Panglima ABRI M. Yusuf. Sewaktu hendak diresmikan sama Kapolri Jenderal Awaludin Jamin, awal Kompi ini berdiri sebutannya Kompi Pemantapan dan kemudian dirumah menjadi Kompi 5127 Satbrimob Dak-II/SU.
	Bulan Maret tahun 1982, Mako Kompii dan asrama mulai ditempati personal dan aktivitas mulai berjalan dengan baik. Kapolri tidak mau meresmikan Mako Kompi dan asrama karena pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Komandan Kompi pertama kali adalah Kapten Pol. Jhonny Wainal Usman. Tahun 1988 Kompi 5127 Satbrimob Dak-II/SU berubah menjadi Kompi 2 Batalyon-A Satbrimob Polda Sumut (berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumut  NO.POL.:SPRIN/206/IX/1998. 
	Tanggal 23 November 1998 tentang Pelaksanaan Validasi Sat Brimob Dit Samapta Polda Sumut Menjadi Sat Brimob Daerah Sumatera Utara. Adapun nama-nama pejabat Komandan Kompii 2 Batalyon A Satbrimob Polda Sumut dari awal berdirinya yaitu:
1. KAPTEN POL JHONNY WAINAL USMAN (1982-1984)
2. KAPTEN POL SUYONO (1984-1986)
3. KAPTEN POL H. LUMBAN TOBING (1986-1987)
4. LETTU POL SOEKIRNO (1987-1989)
5. KAPTEN POL URIP (1989-1992)
6. KAPTEN POL HANTAS SIMANJUNTAK (1992-1995)
7. KAPTEN POL JODI HERIYADI (1995-1996)
8. KAPTEN POL DJAMALUDDIN SIREGAR (1996-1999)
9. KAPTEN POL SETIA M. PANJAITAN (1999-2001)
10. KAPTEN POL ALISMAN NAINGGOLAN (2001)
11. KAPTEN POL BINSAR ARITONANG (2001-2002)
12. AKP LILIK ZULHAIR, S.H. (2002-2003)
13. IPTU BUDI WARDIMAN (2003-2004)
14. AKP BUDI SATRIO, S.I.K (2004-2005)
15. AKP HARDI CHAN (2005)
16. AKP ADARMA SINAGA, S.I.K (2005-2006)
17. AKP YENGKI DESWANDI, SH (2006-2008)
18. AKP SUTOYO (2008-2010)
19. AKP ENDRA BUDIANTO (2010-2013)
20. AKP RUBBY NANDA, SH (2013-2016)
21. AKP NURWAKID (2016-2019)
22. AKP MUHAMMAD REZA, S.I.K (2019-2021)
23. IPTU PANDU HIKMA WINATA BATUBARA, STK, SIK. (PEBRUARINOVEMBER 2021)
24. AKP ADI AGENG RISMOKO, S.I.K (2022-2023)
25. AKP ALEXIUS CHESLAUS, S.I.K (JANUARI-OKTOBER 2023)
26. AKP MUHAMMAD FAISAL (OKTOBER 2023-JULI 2024)
27. AKP ALWI BUDI UTOMO (JULI 2024-SEKARANG)

2. Peraturan Tentang Brimob Komp II Batalyon A
	Diera reformasi, Polri mendapatkan dukungan publik yang begitu luas, ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.
	Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara resmi polisi memisahkan diri dari tubuh TNI dan menjadi Polisi Sipil. Perjalanan reformasi Polri secara garis besar dijelaskan bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur Polisi sipil.  
	Korps Brimob Polri sebagai bagian integral Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (Striking Force) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob Polri dalam organisasi adalah melakukan maneuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.
	Brimob Polri ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini. Korps Brimob Polri juga memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) yang digunakan dalam tugas-tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.




BAB III 
METODELOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
	Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Ruang lingkup penelitan hukum empiris adalah efektivitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris tidak hanya menuju pada warga masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga[footnoteRef:67].  [67: 	 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 32.] 


B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian 
	Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, jalan, rumah, pasar dan lain-lain. 
	Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Penelitian ini bertujuan guna mendapat gambaran serta informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi.
	Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih Lokasi penelitian di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Waktu Penelitian 
	Waktu penelitian menurut adalah tanggal, bulan dan tahun di mana kegiatan peneltian tersebut dilakukan. Secara singkat, waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Dalam penelitian ini waktu yang diperlukan adalah sekitar 2 (dua) bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan sampai selesainya hasil penelitian pada tesis ini.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan 
	Studi kepustakaan penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner[footnoteRef:68].  [68: 	 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 50-55. 
] 

2. Wawancara 
	Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain[footnoteRef:69].  [69: 	 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 51. ] 


D. SUMBER DATA
	Data penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah: 
1. Data Primer 
	Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi. Untuk melengkapi data primer maka ditunjang dengan adanya data sekunder[footnoteRef:70].  [70: 	 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.1. ] 

2. Data Sekunder 
	Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan[footnoteRef:71]. Data sekunder dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:  [71: 	 Zainudin Ali, ibid, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4.  ] 

a. Bahan hukum Primer 
	Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari[footnoteRef:72]:  [72: 	 Amiruddin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 31. ] 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 
2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
	Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian[footnoteRef:73].  [73: 	 Zainudin Ali, op.cit, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.106.] 

c. Bahan Hukum Tersier 
	Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia[footnoteRef:74], yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan premanisme. [74: 	 Amiruddin, H Zainal Asikin, ibid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 32. ] 


E. TEKNIK PENGOLAHAN DATA
	Data yang telah didapat kemudian dianalis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan mengumpulkan data melalui proses wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk tulisan lalu dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penggunaan analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris[footnoteRef:75]. [75: 	 Amiruddin, H Zainal Asikin, op.cit, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 78. 
] 



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
	Terjadinya tindak pidana premanisme tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana premanisme. 
	Menurut Bapak AKP. Sahri Sebayang, SH, MH, mengatakan: “untuk tindak pidana premanisme khususnya terjadi di wilayah hukum Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa memang saat ini angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana premanisme pada tahun 2024 sampai tahun 2025 dalam kurun waktu 1 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”[footnoteRef:76].  [76: 	 Wawancara dengan Bapak AKB.  Sahri Sebayang. Pada Selasa, 7 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib ] 

	Permasalahan hukum tidak dapat diukur dengan uang atau kebebasan. Diskursus tentang hukum berarti berbicara tentang permasalahan moral yang tidak dapat dielakkan dan erat kaitannya dengan masalah keadilan. Perselisihan pendapat berkenaan dengan hukum merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam ranah pemikiran penegakan hukum di Indonesia. 
	Pandangan tentang pengertian hukum bergantung pada sudut pandang seseorang dalam melihat dan memaknai hukum. Tidak ada yang benar atau salah dalam pandangan hukum. Sebab tergantung pada subjektifitas, dan penafsiran seseorang dalam memahami hukum itu sendiri. Masyarakat sendiri tidak terlalu mempermasalahkan adanya ketidaksepakatan atas pengertian atau penafsiran hukum karena pandangan atas hukum, masyarakat lebih peduli pada unsur ketaatan terhadap hukum itu sendiri (fidelity). Debat antara hakim dengan pengacara mengenai pandangan hukum dalam praktek, tidak akan pernah berkesudahan, namun akan berhenti jikalau semua orang dapat memahami arti hukum itu.
	Terciptanya tatanan kehidupan dalam masyarakat, maka gangguan dan bentrokan antar kepentingan dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap saat manusia senantiasa dikontrol dan dikuasai oleh aturan tingkah laku. Tatanan masyarakat yang memuat tingkah laku secara materil dapat dikatakan sebagai hukum. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. 
	Hukum memiliki cakupan yang sangat luas yang dengan sendirinya tidak mungkin terjadi kesepatakan dalam suatu rumusan definisi hukum secara memuaskan. Walaupun pengertian yang dikemukakan seseorang dianggap benar, tetapi orang lain dapat mengemukakan pengertian lain yang juga dianggap benar dan begitulah seterusnya. Namun demikian, untuk melengkapi sekaligus untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka ada baiknya dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum.
	Menurut Hanz Wehr, secara etimologi hukum berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata hukm dengan kata jama’ ahkam yang berarti putusan (judgement, verdice, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (government), dan kekuasaan (authority, power)[footnoteRef:77]. [77: 	 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. London: Macdonal & Evans, 1980, hal. 29] 

	Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian hukum, yaitu:
1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu.
4. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan)[footnoteRef:78]. [78: 	 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II: Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 410.] 

	Sedangkan dari segi terminologi, pengertian hukum dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturanperaturan itu berakibat diambilnya tindakan hukuman[footnoteRef:79]. [79: 	 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indoneisa (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 6.
] 

	Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnyaditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
	Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa secara umum hukum mengandung pengertin sebagai berikut:
a. Peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antar manusia.
b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi dan berwajib.
c. Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai dan konsepsi abstrak tentang adil dan tidak adil serta apa yang dianggap baik dan buruk.
d. Peraturan yang bersifat memaksa.
e. Peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas dan nyata.
	Hukum merupakan sarana perubahan sosial (as a tool of sosial engineering), yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun secara kelompok masyarakat. Hukum merupakan kekuatan untuk mengubah masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang sekedar diam, laksana penjaga malam, apabila tidak terjadi sesuatu disekelilingnya, maka ia tidak melakukan apa-apa. 
	Baharuddin Lopa mengemukakan, harus diakui bahwa hukumlah yang harus bertindak apabila terjadi pelanggaran hukum, akan tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ, hukum lebih kreatif lagi, yaitu menciptakan kondisi yang baru dengan melahirkan peraturan-peraturan hukum yang baru kemudian dilaksanakan[footnoteRef:80]. Dengan sikap seperti inilah terjadi yang disebut sebagai sosial engineering. Perubahan sosial yang diharapkan, yaitu dari kehidupan yang serba terbatas menuju kepada kehidupan sejahtera, aman, dan terkendali.  [80: 	 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 3.
] 

	Hukum sebagai kontrol sosial, maksudnya adalah hukum berfungsi mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila[footnoteRef:81].  [81: 	 Abdul Manan, ibid. Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 3.] 

	Pada setiap kelompok masyarakat yang dinamis sering terjadi permasalahan. Hal ini sebagai akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal dengan yang aktual dan antara yang standar dengan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Ada berbagai bentuk penyimpangan nilai-nilai yang ideal yang dapat menimbulkan terjadinya persoalan di dalam masyarakat, baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Misalnya, pencurian, premanisme, pembunuhan, pencemaran nama baik, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Untuk menjamin ketertiban dan mempertahakan eksistensinya, maka masyarakat tersebut harus berhadapan dengan berbagai problematika. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai sebuah sistem kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari “sampah” masyarakat yang tidak dikehendaki. Hukum mempunyai fungsi mempertahankan eksistensi kelompok tersebut. Hukum berfungsi untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar selalu terpelihara dari melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hukum yang berfungsi demikian biasa disebut dengan instrumen pengendalian sosial[footnoteRef:82]. Terkendalinya kepentingan-kepentingan sosial berimplikasi pada terjadinya keseimbangan (balancing) dalam segala aktivitas manusia. [82: 	 Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985, hal. 53.
] 

	Secara teoritis, hukum bukan hanya mewajibkan tetapi juga memberikan hak kepada manusia selaku subjek sekaligus objek hukum. Hukum bukan hanya mengancam dengan sanksi, melainkan mengandung nilai advokasi (perlindungan) terhadap para korban. Hukum bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan memberikan ketenteraman dan memuliakan hak-hak asasi manusia, sekaligus media untuk tegaknya keadilan. Hukum harus dapat dijadikan sebagai pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibentuk dengan berorientasi ke masa depan, tidak boleh berorientasi ke masa lampau.
	Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum[footnoteRef:83]. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Bahkan apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dari sini juga dapat dipahami, bahwa hukum mengandung pengertian sebagai sesuatu yang bersifat memaksa. [83: 	 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. Diakses tanggal 23 Juli 2025, pukul 19.00 wib.
] 

	Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Tanpa terkecuali oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang. Atau dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
	Setiap norma hukum dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara pararel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi Manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan da penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstiotusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum.
	Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Sesungguhnya yang harus ditegakkan Adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat. 
	Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan dan berintikan penegakan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum dan penegakan keadilan laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum, membangun dan membina sistem dan lembaga-lembaga penegakan hukum, antara satu dengan lainnya saling terkait. Secara garis besarnya, terdapat empat komponen pokok lembaga penyelenggara penegakan hukum, yaitu: 
1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan di arahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum di sebut secara ideal sebagai tiga pendekar hukum. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual maupun secara kolektif melalui Lembaga-lembaga bantuan hukum.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengadilan mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik.
4. Masyarakat sebagai pengguna hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.
	Untuk tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat, sudah menjadi kewajiban mengkompromikan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan dan menegakkan aturan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan akan melahirkan rasa keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya bagaimana menjalankan Undang-undang, yang terpenting adalah bagaimana rasa keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya penting bahkan sudah menjadi kebutuhan asasi masyarakat manusia. Harus diakui bahwa dalam perspektif politik hukum krisis multidimensioanal yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh belum maksimalnya penegakan hukum. Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia bukan berarti bahwa seluruh jaksa dan hakim sudah sedemikian jahat dan “kotor”. Akan tetapi masih banyak sosok jaksa dan hakim yang bersih, hanya saja memberdayakannya dibutuhkan pimimpinan tertinggi yang cedas, jujur, adil, bersih, dan berani, serta memiliki komitmen untuk benar-benar menegakkan hukum dan keadilan[footnoteRef:84]. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Masih menguatnya intervensi kepentingan politik yang diselundupkan dalam berbagai permasalahan hukum. Ketika hukum diintervensi oleh kepentingan politik, maka sangat berpotensi adanya keputusan hakim akan dikontaminasi dan kendalikan oleh kepentingan politik. Apabila hukum diintervensi oleh permainan ekonomi, maka keadilan akan menjadi sebuah komoditi yang dapat dibeli.  [84: 	 Achmad Ali, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Jakarta: Agatama Press, 2004, hal. 62.
] 

	Cita-cita menjadikan hukum sebagai “panglima” merupakan sebuah angan-angan muluk yang hingga kini belum terwujud. Apa yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari realitas politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama hingga Orde Baru. 
	Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan integritas moral para penegak hukum itu sendiri. Kadang-kadang masih sulit membedakan antara menghukum orang dengan menghukum perbuatan. Setiap orang punya rasa kasihan, tapi jangan karena kasihan dan kemanusiaan pada seseorang mengakibatkan hukum tidak ditegakkan[footnoteRef:85].  [85: 	 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2003), hal. 284.
] 

	Konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum adalah memperoleh ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatannya melanggar hukum. Hukum memang mengemban misi kemanusiaan dan ingin menciptakan proses yang berprikemanusiaan, tetapi bukan berarti penegakan hukum bisa dihambat oleh faktor-faktor emosi dan kekuasaan orang kuat. Sehingga kadang-kadang muncul bahasa yang menggelitik dari masyarakat, menjadi penguasa itu sangat enak, karena perbuatan apapun bisa dilakukan tanpa merasa takut ancaman delik hukum. 
	Dalam upaya penegakan hukum di republik ini harus dilakukan secara simultan baik itu dalam garis horisontal maupun vertikal. Harus disertai dengan adanya sanksi yang tidak pandang bulu dengan tanpa melihat siapa mereka dan dari mana asal dan status mereka. Sanksi hukuman itupun harus berlangsung dalam sebuah proses peradilan yang fair serta transparan dengan dukungan dari para hakim dan jaksa-jaksa yang betul-betul bebas dari praktek KKN. Bila tidak, maka kita akan tetap berada didalam lingkaran setan yang tak akan pernah selesai.
	Sebagaimana dipahami bahwa ketika reformasi digulirkan pada pertengahan tahun 1998, salah satu yang paling diharapkan dan menjadi bahagian dari upaya pembanguan masa depan bangsa ini adalah penegakan supremasi hukum. Apabila supremasi hukum belum menjadi komitmen dan agenda bersama, maka cita-cita para pendiri bangsa ini, akan sulit tercapai. Realitas buruk telah menjadi cermin bahwa selama pemerintahan rezim Orde Baru, dimana penegakan supremasi hukum masih menjadi lips servis semata. Hal seperti ini bukanlah merupakan kultur dan khas bagi masyarakat Indonesia.
	Bisa dibayangkan, jika aparat hukum pun sudah tidak bisa lagi berlaku fair dan adil, apalagi masyarakat. Bangsa yang kuat, tentunya memiliki landasan yang kuat; yaitu tegaknya supremasi hukum. Hukum memberi arahan yang jelas dalam hidup bermasyarakat. Hukum pula menjadi panglima dalam menentukan benar tidaknya tindakan setiap warga negara. Hukumlah yang menjadi senjata dalam menjaga ketertiban dan ketentraman (dalam arti yang luas) di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, menjadi wajar dan patutlah kita semua untuk berharap pada aparat penegak hukum untuk menunjukkan kinerjanya. Aparat penegak hukum adalah pionir di dalamnya. Paradigma lama, bahwa siapa yang bayar itulah yang benar, haruslah benar-benar disingkirkan. Pola tebang pilih juga harus dilenyapkan. Jangan ada diskriminasi di depan hukum. Paradigma “maju memperjuangkan yang benar” harus benar-benar tertanam. 
	Teori penegakan hukum yang dikenal dengan istilah “Justice System” yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman harus benar-benar menjaga keutuhan dan kemapaman supremasi hukum itu sendiri. Jika tidak, maka parade keprihatinan akan terus menjadi kegelisahan masyarakat. Sebagai anak bangsa amat prihatin terhadap kinerja aparat penegak hukum. Ketiga bentuk kejahatan itu, sadar atau tidak, menjadi musuh utama bangsa, tetapi masih sulit diberantas. Sinergitas antar aparat penegak hukum sangat diperlukan. Dengan adanya kerja sama akan semakin memperkokoh kuatnya dorongan untuk menegakkan supremasi hukum. Ketiga instansi penegak hukum, hendaknya satu bahasa dalam menegakkan supremasi hukum.
	Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, aparat kepolisian diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.
	Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. 
	Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. 
	Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus tindak pidana premanisme, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus premanisme dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat pasal-pasal dalam hukum pidana. 
	Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:
1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) 
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara : 
a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. 
b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment). 
	Aksi premanisme sebagai tindakan yang meresahkan bagi ketentraman masyarakat kemunculannya tidaklah lahir secara organi. Artinya bahwa premanisme itu sendiri lahir dari satu alasan yang mendasar sehingga membuat seseorang bertindak dan melakukan suatu perbuatan premanisme itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa, sebagaiman diungkapkan oleh AKP Sahri Sebayang mengungkapkan bahwa: “Memang kalau dikatakan bahwa premanisme itu lahir secara organik ya tidak. Ada sebab yang melatar belakangi aksi premanisme itu sendiri muncul. Tapi tidak juga bahwa premanisme itu sendiri muncul dikarenakan sesuatu. Ada beberapa oknum yang diamankan oleh pihak kepolisian itu waktu ditanya alasannya jawabnya karena memang tidak ada kerjaan aja, sehingga dengan melakukan aksi tersebut mereka dipandang berkuasa di daerah yang dijadikan tempat premanisme itu”[footnoteRef:86].  [86: 	 Wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, SH, MH tanggal 7 Juli 2025] 

	AKP Sahri Sebayang juga menambahkan sebagai berikut: “Jadi premanisme itu terjadi karena ada alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan aksi premanisme. Jadi tidak murni kalau seseorang itu melakukan premanisme karena hanya gabut atau istilah sekarang itu iseng-iseng saja. Tapi ya ada lah beberapa oknum yang melakukan aksi premanisme itu seperti itu. Mereka kalau udah karena iseng itu biasanya pingin dipandang berkuasa di daerah tersebut, sehingga orang-orang itu takut sama dia”[footnoteRef:87].  [87: 	 Wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, SH, MH tanggal 7 Juli 2025] 

	Premanisme berdasarkan pemaparan dari narasumber di atas tidaklah disebabkan oleh sesuatu yang tanpa motif. Dalam hal ini aksi premanisme itu sendiri timbul dikarenakan ada alasan dan faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan aksi premanisme itu sendiri. Meskipun di beberapa oknum preman ditemukan bahwa tindakan premanisme yang telah dilakukan hanya sekedar untuk iseng, sehingga preman tersebut dipandang dan ditakuti oleh warga yang ada di daerah aksi premanisme yang dilakukannya. 
	Alasan dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi premanisme di wilayah Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa diungkapkan oleh narasumber yaitu Bapak Yudo Aji selaku seorang mantan preman di wilayah Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa sebagai berikut: “Kalau saya dulu jadi preman karena bisa dapat uang dari sana. Itungannya saya kan menjaga wilayah di daerah sekitaran Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa, jadi saya cuman narik uang keamanan saja di daerah sana. Faktor ekonomi, makanya jadi preman waktu itu. Apalagi kan kalau saya waktu itu jadi preman di daerah sana bisa dapet uang dengan cara ya duduk-duduk aja. Semisal ada kerjaan yang bisa ngehasilin uang pasti juga saya kerja mas, karena gak ada dan saya butuh uang yaudah karena udah jadi preman terus dapet uang ya dijalani terus”[footnoteRef:88].  [88: 	 Wawancara dengan Bapak Yudo Aji, pada tanggal 21 Juli 2025] 

	Alasan karena tidak adanya pemasukan dan faktor ekonomi yang kekurangan membuat seseorang melakukan aksi premanisme. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber di atas, bahwa dengan menjadi seorang preman maka terdapat pemasukan tersendiri dikarenakan adanya seseorang yang memberikan uang keamanan seperti yang terjadi di daerah Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa. 
	Faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan aksi premanisme juga dibenarkan oleh Bapak Herman Santoso selaku seseorang yang pernah menjadi preman di wilayah Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa yaitu sebagai berikut: “Saya jadi preman karena faktor ekonomi mas. Dulu sebelum punya keluarga buat cari makan susah. Orang tua saya juga kan gak ada semua, jadi saya dulu ya ikut-ikut aja, terus majekin di daerah sana buat uang keamanan disana. Kerjaan saya ya narik-narikin uang ke pedagang sana, sama kalau ada orang yang dilihat kok kaya saya tarik uang juga. Dari situ saya dapat uang, jadinya karena udah enak yaudah diterusin. Tapi berhubung sekarang udah ada kerjaan dan alhamdulillah kehidupan sudah lumayan enak, jadinya udah berhenti. Kebanyakan kalau yang jadi preman itu karena faktor ekonominya mereka”[footnoteRef:89]. [89: 	 Wawancara dengan Bapak Herman Santoso, pada tanggal 23 Juli 2025] 

	Faktor ekonomi diungkapkan berdasarkan dua narasumber di atas menjadi faktor yang utama bagi seseorang melakukan aksi premanisme. Tidak adanya kecukupan dalam ekonomi seseorang membuat seseorang melakukan aksi premanisme agar mendapatkan suatu pemasukan. Ditambahkan juga oleh AKP Sahri Sebayang bahwa: “Jadi memang faktor ekonomi biasanya yang buat seseorang itu jadi preman. Faktor ini sebenernya juga sangat luas, tidak hanya karena ekonomi saja, tapi tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga seseorang kemudian melakukan aksi premanisme ini”[footnoteRef:90].  [90: 	 Wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Hasil wawancara di atas senada dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang dari kedua narasumber yang pernah menjadi preman, keadaan ekonomi dari keduanya tergolong sebagai menengah ke bawah, sehingga karena hal inilah, keduanya mencoba untuk mencari sumber penghasilan dengan cara melakukan aksi premanisme berupa melakukan penarikan keuangan. 
	Faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan aksi premansime tidaklah menjadi faktor yang berdiri sendiri. Dalam hal ini faktor ekonomi yang berada di bawah standar juga diperparah oleh keadaan yang tidak menunjang untuk seseorang agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AKP Sahri Sebayang sebagai berikut: “Dari beberapa oknum aksi premanisme ini saat di periksa memang ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan aksi premanisme. Kebanyakan itu karena faktor ekonomi dan karena mereka tidak punya pekerjaan yang layak, akhirnya karena dari aksi premanisme ini dapat uang, premanisme inilah yang diandalkan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya”[footnoteRef:91].  [91: 	 Hasil Wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Selain itu, AKP Sahri Sebayang juga mengungkapkan bahwa: “Preman-preman di Desa Buntu Bedimbar itu kebanyakan orang-orang yang gak punya pekerjaan layak. Jadi karena gak ada kerjaan, mereka kan gak punya pemasukan uang, terus akhirnya jadi preman, jadi tukang pajak atau minta uang-uang keamanan gitu di pedagang yang jualan. Itu katanya buat uang keamanan gitu. Ya memang ada yang mintanya sampek maksa, tapi ada juga yang gak maksa mintanya”[footnoteRef:92].  [92: 	 Hasil Wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Penjelasan di atas telah menggambarkan bahwa aksi premanisme juga disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga membuat seseorang terjerumus dalam aksi premanisme untuk mencukupi kebutuhan ekonomisnya sehari-hari. Senada dengan penjelasan tersebut, hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti juga mendapatkan gambaran yang sama terkait dengan faktor seseorang melakukan aksi premanisme dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang memadai. Dalam hal ini, aksi premanisme di Desa Buntu Bedimbar sendiri dilakukan oleh orang-orang yang kesehariannya tidak didukung oleh suatu pekerjaan rutin yang dapat menghasilkan uang, sehingga dengan melakukan aksi premanisme orang dapat memiliki uang melalui perbuatan tersebut. 
Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan aksi premanisme adalah tidak adanya kesadaran dari diri seseorang tersebut bahwa premanisme merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini tidak ada edukasi yang didapatkan oleh seorang preman, sehingga kesadaran terhadap menjaga ketertiban masyarakat tidaklah mampu untuk dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudo Aji selaku seorang mantan preman di wilayah Desa Buntu Bedimbar sebagai berikut: “Saya sendiri kan pendidikannya kurang. Saya tidak pernah sekolah, jadi dulu saya tidak memikirkan kalau perbuatan saya ini merugikan orang. dulu mikirnya gimana caranya dapat uang itu saja. Terlebih saya dulu kan tidak ada yang mengingatkan jadinya ya kalau saya sudah minta uang keamanan ya tinggal inta saja tanpa berfikir kalau itu merugikan orang”[footnoteRef:93].  [93: 	 Hasil wawancara dengan Bapak Yudo Aji, pada tanggal 21 Juli 2025] 

	Faktor kurangnya edukasi atau adanya latar pendidikan yang tidak memadai menjadikan seseorang dapat melakukan aksi premanisme. Pendidikan sebagai instrumen untuk memberikan wawasan dan batasan dalam melakukan perbuatan menjadi satu hal yang sangat penting, terutama dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Aksi premanisme ini merupakan perbuatan yang telah menyalahi norma hukum dan sosial, sehingga jika pelaku merupakan seseorang yang tidak memiliki bekal pendidikan, maka hal ini tidak akan dimengerti secara komprehensif. Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Herman Santoso selaku seseorang yang pernah menjadi preman di wilayah Desa Buntu Bedimbar juga mengungkapkan sebagai berikut: “Saya melakukan aksi premanisme ini dulu karena ya gak tau mas, gak ada yang ngedukasi saya. Saya gak punya lata belakang pendidikan yang memadai. Jadi yaudah dulu saya jadi preman ya jadi preman aja tanpa mikir merugikan orang atau enggak. Karena gak pernah sekolah juga dulu, jadinya pengetahuan tentang perbuatan yang merugikan orang lain itu saya gak tau”[footnoteRef:94].  [94: 	 Hasil wawancara dengan Bapak Herman Santoso, pada tanggal 23 Juli 2025] 

	Tidak adanya latar belakang pendidikan yang didapatkan oleh seseoang mampu menimbulkan suatu perbuatan premanisme, karena dengan tidak adanya hal tersebut, seseorang tidak mengetahui secara komprehensif mengenai norma hukum dan norma sosial yang dilarang untuk dilakukan. Ditambahkan juga oleh Sahri Sebayang bahwa: “Preman-preman yang ada disini itu memang secara pendidikan kurang mas, artinya itu ya mereka emang bukan dari kalangan yang dapat pendidikan secara sempurna, ada yang gak sekolah, ada yang sekolah hanya sampai SD. Jadinya mereka gak punya pengetahuan dan diedukasi tentang norma sosial dan hukum yang berlaku. Karena tidak punya dasar ini mereka mampu melakukan aksi premanisme tanpa keberatan sekalipun dan sadar kalau aksinya itu merugikan orang lain”[footnoteRef:95].  [95: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Latar belakang pendidikan yang tidak secara sempurna ditempuh oleh seseorang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah. Dalam kasus terjadinya aksi premanisme ini, tidak adanya edukasi dan kurangnya pondasi mengenai norma sosial dan hukum yang ada di masyarakat menjadikan seseorang melakukan aksi premanisme tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan di masyarakat. 
	Keseluruhan alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi premanisme di wilayah Desa Buntu Bedimbar dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: pertama dikarenakan adanya faktor ekonomi, sehingga dari premanisme tersebut, seseorang mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Kedua adalah dikarenakan adanya faktor kurangnya lapangan pekerjaan yang layak, sehingga agar dapat mampu bertahan dalam kondisi yang kurang mampu, seseorang melakukan aksi premanisme. Ketiga, kurangnya edukasi dan tidak didapatkannya pendidikan yang layak, sehingga membuat seseorang tidak memiliki landasan yang kuat dan terjebak pada perbuatan yang merugikan orang lain salah satunya adalah melakukan aksi premanisme. 
	Premanisme mejadi salah satu tindakan yang menggangu bagi ketentraman dan ketenangan hidup masyarakat. Dalam hal ini, sudah seharusnya premanisme menjadi satu tindakan yang secara tegas dapat ditindak oleh pihak berwajib, agar masyarakat tidak merasa terancam untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Aksi ini merujuk pada tindakan konkrit untuk menganggu orang lain dengan sadar dan tidak menghiraukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan tersebut merupakan aksi kejahatan yang dapat dipidanakan. Oleh karena itu, pemberantasan aksi premanisme yang terjadi di masyarakat sudah seharusnya menjadi perhatian untuk segera ditindak. Tindakan premanisme ini secara keseluruhan memang terjadi di seluruh daerah, salah satunya adalah di Desa Buntu Bedimbar. Senada dengan hal ini AKP Sahri Sebayang mengungkapkan bahwa: “Segala aksi premanisme itu memang harus jadi perhatian di kita. Ini masuk ke ranah kejahatan yang bisa dipidanakan. Karena memang sudah seharusnya kehidupan masyarakat itu tenang dan damai. Nah kalau ada hal ini ya harus segera ditindak biar masayarakat bisa tenang. Terutama aksi premanisme kan menyebabkan masyarakat tidak merasa aman dengan lingkungannya. Apalagi kalau aksi kejahatan itu tidak segera di atasi. jadinya nanti ganggu aktivitas kehidupan masyarakat, serta dampak negatifnya juga banyak”[footnoteRef:96].  [96: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	AKP Sahri Sebayang juga menambahkan bahwa: “Saya sering dapat laporan-laporan premanisme disini. Masyarakat itu resah kalau udah ada tindakan premanisme. Apalagi kalau udah ada korbannya gak satu dua. Itu masyarakat pasti lapor. Terutama kalau udah premanismenya itu bentuk pencurian dengan kekerasan, penganiayaan. Aksi-aksi premanisme yang kayak gini itu bener-bener udah ganggu ketentramannya masyarakat. Dan orang-orang seperti ini itu gak sadar kalau dirinya wes melanggar aturan. Orang-orang disekitarnya kalau udah ada kayak gini itu merasa gak aman lagi mau beraktivitas. Makanya aksi premanisme kayak gini itu memang harus segar di atasi”[footnoteRef:97].  [97: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Aksi premanisme tergolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Dengan mengambil bentuk premanisme yang cukup banyak seperti pencurian dengan kekerasan, pencopetan, pembegalan dan penganiayaan. Keberadaan tindakan yang demikian di masyarakat menyebabkan adanya deskontruksi terhadap tatanan masyarakat yang seharusnya tentram dan aman. Sehingga hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu karena adanya kekhawatiran untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pelaku premanisme di daerah Desa Buntu Bedimbar diungkapkan hanyalah dilakukan perorangan atau individu dalam lingkup kecil yang tidak terorganisir, seperti yang diungkapkan oleh AKP Sahri Sebayang sebagai berikut: “Aksi premanisme kalau disini itu pelakunya ya perorangan atau kelompok kecil yang gak terorganisir. Mereka ngelakuin tindakan kejahatan kayak pengeroyokan, pemalakan, begal, nyuri dengan kekerasan. Biasanya pelaku-pelaku itu ngelakuin hal kayak gini karena merasa dya bisa dapet pemasukan atau uang dari aksi premanismenya. Dari laporan yang ada dari tahun 2024-2025, kasus premanisme di Desa Buntu Bedimbar sendiri terhitung ada 19 kasus. Itu kebayakan pelakunya ya masih perorangan sama kelompok kecil gitu. Karena faktor daerahnya juga kan gak kayak yang di Jakarta gitu, jadi kalau kelompok yang mengatasnamakan preman terus terorganisir itu masih gak ada disini”[footnoteRef:98].  [98: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Pelaku premanisme di Desa Buntu Bedimbar berdasarkan ungkapan di atas yang masih dalam kategori perorangan dan kelompok kecil juga dibenarkan oleh Abdur Rohim selaku Penyidik Pembantu Unit Reskrim di Polsek Desa Buntu Bedimbar sebagai berikut: “Kalau pelaku premanisme sendiri di Desa Buntu Bedimbar ini ya masih berada di perorangan sama kelompok kecil aja. Gak ada kayak yang bener terorganisir seperti di kota besar yang sampek ada organisasinya. Niatnya ngelakuin juga kebanyakan karena dapet uangnya dari ngelakuin aksi premanisme itu. Kalau sesuai datanya sih, dari tahun 2024-2025 itu bisa diliat premanisme ya memang pelakunya masih perorangan aja”[footnoteRef:99].  [99: 	 Hasil wawancara dengan Abdur Rohim pada tanggal 8 Juli 2025] 

	Aksi premanisme memang secara normatif dapat dikatakan sebagai aksi kejahatan yang dapat dilakukan oleh beberapa ketagori pelaku, baik dilakukan berdasarkan individu atau kelompok kecil yang tidak terorganisir atau premanisme berdasarkan kelompok yang sudah terorganisir dengan saling berafiliasi dalam suatu organisasi. Di Desa Buntu Bedimbar sendiri, aksi premanisme masih dilakukan berdasarkan aksi perorangan atau kelompok yang tidak terorganisir. Aksi-aksi ini berdasarkan ungkapan dari AKP Sahri Sebayang dilakukan di beberapa tempat tertentu dan tindakan premanisme yang dilakukannya pun dapat dengan mudah dikenali yaitu sebagai berikut: “Kalau premanisme itu biasanya terjadi di segala tempat sih. Utamanya yang banyak orang ngumpul kayak di pasar, tempat-tempat hiburan, atau daerah pertokoan gitu. Kalau di Desa Buntu Bedimbar sendiri yang rawan terjadi aksi premanisme ya di kawasan wisata pantai yang ada di Desa Buntu Bedimbar. Nah aksi-aksi pelaku itu biasanya ya melakukan kekerasan fisik sama membuat takut orang-orang jadi mereka merasa terintimidasi. Kalau kekerasan fisik itu gak hanya kekerasan fisik aja, biasanya ya sambil malak atau nyuri tapi pake kekerasan ya kayak model ngerampas paksa gitu”[footnoteRef:100].  [100: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Tempat yang seringkali rawan terjadi aksi kejahatan premanisme ialah tempat yang banyak berkumpulnya orang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, terutama kegiatan produktif yang menghasilkan uang. Senada dengan hal ini Abdur Rohim mengungkapan sebagai berikut: “Benar, jadi kalau premanisme itu kebanyak dapat ditemui di tempat-tempat yang banyak orang berkumpul. Ya di pasar, tempat hiburan pokok area-area yang banyak orang ngumpul, terus ngelakuin kegiatan produktif yang menghasilkan uang itu. Di Desa Buntu Bedimbar kan itungannya juga banyak kawasan-kawasan produktif seperti pasar, tempat wisata. Tempat-tempat kayak gini ini rawan terjadi permanisme. Aksi kejahatan yang dilakuin pun juga macem-macem mas, ada yang pake tindakan fisik ya kayak nyuri pakek kekerasan, malaki orang, pengeroyokan sampek membunuh. Ada juga yang kayak nakut-nakutin orang gitu, ya pengancaman, pelecehan sampek maki-maki orang. Biasanya itu pelaku premanisme ngelakuin kayak gini buat nyari pemasukan, tapi ya ada yang memang pengen dikenal orang kalau dia itu ditakutin disini. Ya kebanyakannya sih tetap nyari uang”[footnoteRef:101].  [101: 	 Hasil wawancara dengan Abdur Rohim pada tanggal 8 Juli 2025] 

	Aksi premanisme dapat dikatakan sebagai tindakan yang merujuk pada kejahatan yang melanggar aturan hukum. Untuk tempat yang dituju dalam melakukan aksi kejahatan demikian juga sering memfokuskan pada tempat yang digunakan oleh orang banyak untuk berkumpul dan melakukan kegiatan produktif seperti di pasar, kawasan wisata, atau tempat umum lainnya. Hal ini juga terjadi di Desa Buntu Bedimbar, sebagai daerah yang memiliki kawasan strategis yang digunakan orang berkumpul seperti di pasar. Aksi premanisme juga memiliki berbagai macam jenis, seperti premanisme dengan merujuk pada tindakan fisik dan psikologis. Keduanya secara jelas dan terang-terangan dilakukan dengan berbagai tujuan seperti contoh mencuri dengan kekerasan dan pengeroyokan sebagai tindakan fisik atau pengancaman dan pelecehan yang tergolong sebagai tindakan psikologis. 	
	Tindakan yang demikian memerlukan penindakan agar tidak menagganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat terutama sebagai penjaga keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi sangat penting untuk melakukan segala tindakan yang dapat menanggulangi aksi premanisme. Diungkapkan oleh AKP Sahri Sebayang berkaitan dengan hal ini yaitu: “Karena aksi premanisme itu sebagai salah satu aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat jadi ini harus segar ditindak. Kami dari pihak kepolisian yang punya tanggungjawab buat menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat harus jadi garda terdepan agar gak ada aksi premanisme yang terus-terusan di lakukan, terutama di wilayah kerja kami di Desa Buntu Bedimbar ini”[footnoteRef:102].  [102: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Pentingnya peran pihak Kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme juga diungkapkan oleh AKP Sahri Sebayang sebagai berikut: “Pihak kepolisian bakal jadi garda terdepan mas buat nanggulangi premanisme di masyarakat. Karena memang kita kan punya tanggungjawab buat menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi Kepolisian. Apalagi premanisme ini kan udah masuk ranah pidana, jadi kepolisian sebagai pihak yang punya wewenang buat menangani kasus-kasus pidana di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Terutama kalau tingkatan premanismenya itu udah masuk kejahatan yang membahayakan nyawa kayak sampek terenggutnya nyawa seseorang, rasanya hanya pihak kepolisian yang punya instrumen buat mengatasi hal itu”[footnoteRef:103].  [103: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Tugas dan fungsi Kepolisian yang diarahkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat menjadi satu hal yang menjadikan Kepolisian sebagai satu lembaga fungsional yang memiliki peran penting dalam menangani aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Ditambahkan juga oleh AKP Sahri Sebayang terkait pentingnya peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme ini adalah sebagai berikut: “Tugas dan fungsi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang kan memang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat mas. Terutama juga harus mengayomi dan melindungi mereka dari hal-hal yang menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari mereka salah satunya dari gangguan aksi premanisme ini. Karena polisi itu punya perangkat yang tidak dimiliki oleh masyarakat sipil, jadi peran Polisi buat nanggulangin hal ini menjadi sangat penting”[footnoteRef:104].  [104: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Wujud dari peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian, terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang melindungi ketenangan dan ketentraman masyarakat serta menindak tegas tindakan yang mengarahkan pada terganggunya hal tersebut. Di wilayah Desa Buntu Bedimbar, pihak kepolisian menggunakan berbagai upaya dalam melakukan penertiban terhadap aksi premanisme agar tidak menjadi suatu tindakan yang senantiasa meresahkan masyarakat jika tindakan tersebut dibiarkan begitu saja. Diungkapkan oleh AKP Sahri Sebayang sebagai berikut: “Peran Kepolisian terutama di Desa Buntu Bedimbar ini berupaya menjadi garda terdepan ketika ada aksi premanisme yang terjadi di wilayah Desa Buntu Bedimbar. Kalau dari kami sendiri, kami mewujudkan secara nyata hal tersebut dalam berbagai aksi yang dilakukan secara terstruktur. Kalau dijabarkan, ada dua tindakan yang dilakukan pihak kepolisian. Pertama tindakan yang masih berada pada sifat yang preventif. Dan kedua tindakan yang sifatnya represif. Kalau tindakan preventif ini, peran kepolisian menjadi pelopor untuk menciptakan kawasan yang bebas premanisme. Contohnya, di tiap-tiap pasar, kawasan wisata atau tempat umum yang dibuat orang berkumpul itu kami tempatkan pihak dari kepolisian atau pihak yang bisa langsung berkoordinasi dengan kepolisian seperti contoh satpam atau tokoh mayarakat, sehingga dengan adanya hal ini diharapkan nantinya gak ada orang yang berani melakukan aksi premanisme. Kalau tindakan yang sifatnya represif, kami ya secara langsung menindak aksi premanisme dengan mengenakan pemberlakuan hukum pidana ke pelaku premanisme. Jadi kalau represif ini udah tindakannya di sanksi berdasarkan aksi premanismenya”[footnoteRef:105].  [105: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025] 

	AKP Sahri Sebayang juga menambahkan bahwa: “Sebenarnya, dua langkah itu udah jadi prosedur kita buat menertibkan aksi premanisme. Tapi dari pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar sendiri mengupayakan untuk mementingkan tindakan yang sifatnya preventif. Jadi kami berupaya memberantas aksi premanisme sebelum premanisme itu sendiri dilakukan. Menurut kami ini tindakan yang memang harus dilakukan dan dikedepankan dari pada tindakan yang sifatnya represif. Tapi kami juga tidak mengabaikan upaya yang bersifat represif mas kalau memang sudah terjadi aksi premanisme. Dan tidak ada toleransi juga buat tindakan-tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat ini”[footnoteRef:106].  [106: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Peran Brimob Kompi 2 Batalsyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menanggulangi atau menertibkan aksi premanisme di Desa Buntu Bedimbar dilakukan berdasarkan fungsi dan tugas Kepolisian selaku lembaga yang berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Peran tersebut diwujudkan dalam dua aksi nyata sebagai lembaga di garda terdepan yang pertama diwujudkan melalui tindakan yang bersifat preventif dan kedua ialah tindakan yang bersifat represif. Berkaitan dengan hal ini juga dibenarkan oleh Abdul Rohim selaku Penyidik Pembantu sebagai berikut: “Wujud peran dari pihak kepolisian untuk menertibkan aksi premanisme di masyarakat Desa Buntu Bedimbar itu memang benar ditindak dengan dua sifat. Pertama yang sifatnya tindakan preventif dan kedua itu sifatnya represif. Kalau yang preventif ini ada beberapa bentuknya. Menaruh pihak dari kepolisian atau pihak yang bisa langsung berkoordinasi dengan kepolisian seperti contoh satpam atau tokoh mayarakat di beberapa kawasan yang rawan terjadi premanisme itu juga salah satunya. Ada lagi di tindakan preventif ini kita punya agenda patroli rutin yang dilakukan di daerah rawan. Disitu kan memang tempatnya mendukung buat aksi premanisme jadi kami agendakan juga untuk patroli rutin biar dapat mencegah aksi premanisme. Kalau tindakan yang sifatnya represif, ya sesuai yang dikatakan oleh pak Kanit itu, ranahnya sudah penindakan secara hukum, jadi kalau ada aksi premanisme langsung kami proses buat segera diadili sesuai tindakan premanismenya”[footnoteRef:107].  [107: 	 Hasil wawancara dengan Abdur Rohim pada tanggal 8 Juli 2025] 

	Penertiban aksi premanisme di wilayah Desa Buntu Bedimbar diungkapkan di atas diimplementasikan melalui agenda yang sifatnya preventif dengan menggandeng peran serta masyarakat juga seperti pemuda, paguyuban atau komunitas untuk dapat turut serta juga dalam penertiban aksi premanisme. Hal ini juga diungkapkan oleh Samsul Arifin salah satu anggota Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar yaitu: “Benar, jadi kalau peran Brimob Kompi 2 ini untuk masalah premanisme sebisa mungkin kita upayakan dalam hal edukasi ke masyarakat. Karena kan kita juga pengen gimana masyarakat itu sadar kalau premanisme banyak meresahkan masyarakat. Dan selama kita bisa mencegahnya kan itu malah jadi lebih baik. Untuk penertiban secara preventif ini kami juga mengajak pemangku wilayahlah baik pihak Kecamatan atau Desa bahkan juga Dinsos agar bisa ikut berperan untuk mengedukasi masyarakat yang punya potensi buat jadi preman ini. Tapi meskipun kita agendakan penertiban ini kebanyakan pakek aksi preventif, kami dari Brimob Kompi 2 Batalyon A jika tidak menutup cara yang represif, terutama kalau itu dampaknya ke masyarakat sudah tampak dan ada laporan dari masyarakat. Utamanya tindak premanisme yang udah menimbulkan korban itu ya kami tindak secara hukum”[footnoteRef:108].  [108: 	 Hasil wawancara dengan Samsul Arifin pada tanggal 8 Juli 2025] 

	Aksi premanisme sebagai suatu tindakan yang meresahkan masyarakat secara konsekuen membutuhkan penanganan yang serius agar hal ini tidak mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat. Untuk mengentaskan aksi premanisme ini, peran Kepolisian sangatlah dibutuhkan, karena berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, pihak Kepolisian menjadi pihak yang memiliki tanggungjawab atas ketentraman, ketertiban dan ketenangan kehidupan masyarakat. Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menertibkan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat memberikan perannya sebagai lembaga atau institunsi yang berada di garda terdepan melalui tindakan penangan aksi premanismenya. Tindakan tersebut terkategorikan ke dalam dua kategori yaitu tindakan preventif dan represif. Dalam tindakan preventif, mengedepankan pencegahan terhadap aksi premanisme agar tidak dilakukan. Sementara dalam tindakan represif, akan menindak secara hukum berdasarkan penegakan hukum yang ada terhadap aksi premanismenya. 
	Proses penegakan hukum yang dialkukan untuk menanggulangi aksi premanisme memang tidak secara mudah dapat ditegakkan tanpa adanya suatu kendala. Terdapat beberapa catatan yang diungkapkan oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan proses penegakan hukumnya. AKP Sahri Sebayang dalam hal ini mengungkapkan bahwa: “Berdasarkan fungsi kepolisian yang ada dalam UU Kepolisian itu kan sudah jelas, bahwa kami sebagai polisi itu memiliki fungsi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Karena aksi premanisme ini termasuk sesuatu yang menganggu dua hal itu, maka sesuai fungsi kami di pasal 2 UU Kepolisian, kami harus menjaga hal itu. Dan karena salah satu tugas kami sesuai dengan pasal 14 UU Kepolisian itu, kita kan ada kewajiban untuk membina masyarakat untuk salah satunya sadar hukum. Aksi premanisme ini memang benar menunjukkan kalau ada masyarakat yang masih belum sadar hukum bahwa premanisme itu termasuk tindak pidana. Sesuai tugas itu ya kami lakukan pembinaan juga agar masyarakat mengerti lah kalau kita itu hidup harus sadar sama hukum, utamanya terkait premanisme itu salah satu tindakan yang melanggar hukum, kita kasih edukasi dan pengertian itu di masyarakat. Makanya juga kan, proses penanganan kami berkaitan dengan premanisme ini tidak hanya soal merumuskan strategi penegakan hukum secara represif, tapi juga melalui usaha preventif melalu pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan pasal 14 UU Kepolisian”[footnoteRef:109]. [109: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	AKP Sahri Sebayang juga menambahkan bahwa: “Dan tambahan juga ya, kalau untuk maslahan penegakan hukum premanisme, kita lihat dulu tindakan premanismenya itu seperti apa. Disini ya ada sesuai yang mas tanyakan tadi kalau premanisme itu tindak pidananya masuk dalam kategori pemerasan dan pengancaman ada yang seperti itu. Ada juga model premanismenya disini itu mencuri dengan kekerasan seperti yang ada di Pasal 365 KUHP. Nah kendala substansialnya itu kalau masalah penegakan hukum ini ya, kalau kita mengacu pada pasal premanisme seperti Pasal 368 dan 369 itu kadang kita kurang cepet untuk menindak secara tegas. Karena ini kan deliknya aduan. Delik aduan ini kan kalau gak dilaporin kita gak bisa tindak itu. Jadi kalau pandangan dari kepolisian sendiri, kendala yang terjadi itu kita tidak bisa nanggulangin premanisme dengan capat kalau tidak ada laporannya. Cobak kalau ini tindak pidananya delik biasa, pasti dari kepolisian sendiri sudah punya strategi ini itu. Jadi gitu mas kalau kendalanya”[footnoteRef:110].  [110: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025
] 

	Senada dengan ungkapan di atas juga paparkan oleh Abdul Rohim selaku Penyidik Pembantu menambahkan bahwa: “Kami dari kepolisian bekerja kan sesuai dengan prosedur yang sudah ada mas, dengan UU Kepolisian juga. Dalam pasal 2 UU Kepolisian saya rasa sudah sangat tegas bahwa fungsi kami adalah perwakilan negara yang bertanggungjawab terhadap keamaan dan ketertiban masyarakat. Di masalah aksi premanisme ini, kami mewujudkan pasal itu dengan menjadi garda terdepan untuk menanggulangi premanisme itu sendiri. Kalau dilihat dalam pasal 14 UU Kepolisian, memang benar bahwa aksi premanisme menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sadar hukum dan disinilah tugas Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa premanisme itu salah dan melanggar hukum. Makanya kami kan sesuai dengan yang diomongin pak kanit itu, bahwa disini juga tidak selalu tentang penegakan hukum represif tapi juga preventif. Dan kalau nogmongin kendala, pasti adalah. Terutama dalam hal-hal teknis yang sifatnya itu manajerial, seperti contoh miss-komunikasi dan sebagainya. Kemudian, dalam penegakan hukum dari premanisme itu sendiri ya kami mengacunya di KUHP mas, aksi premanismenya itu masuk kategori tindakan apa, apakah masuk dalam 368 atau 369 KUHP atau yang lain. Kita semua ngikutin prosedur yang sudah ada dalam undang-undang mas. Kalau kendala substnasial ya seperti katanya pak Kanit itu, ini kan deliknya aduan, jadi kalau kita mau ngeloss saja penegakan hukumnya ya gak bisa, nah ini kendala juga mas soalnya kita ini kan punya kewajiban buat jaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, jadi kalau ada aksi premanisme terus gak dilaporkan, ya agak sulit juga bagi kami buat nindak. Tapi kami ya gak diam juga, kalau sudah ada kayak gini kami dari kepolisian kan berarti harus lebih waspada dan berhati-hati lagi biar tidak kecolongan”[footnoteRef:111].  [111: 	 Hasil wawancara dengan Abdur Rohim, pada tanggal 8 Juli 2025
] 

	Peran Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menertibkan aksi kejahatan premanisme secara substansi telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa disebutkan, peran ini diwujudkan sebagai implementasi dari fungsi lembaga Kepolisian yang dimaksudkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian. Selain itu, tindakan premanisme yang sejatinya merupakan indikasi dari adanya masyarakat yang belum sadar terhadap hukum, maka dalam hal ini Pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c UU Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat salah satunya adalah mengenai pembinaan kesadaran hukum. Oleh karena itu, pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar menyadari bahwa adanya pasal 14 huruf c UU Kepolisian memberikan instrumen baru agar Kepolisian juga mampu membuat strategi penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara represif akan tetapi juga secara preventif, sehingga hal ini dapat diantisipasi sebelum terjadi aksi premanisme. 
	Peran Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam mengatasi aksi premanisme memang secara prosedur telah didasarkan pada peraturan perundang-undagan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dirasa kurang maksimal saat eksekusinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Waluyo selaku Tokoh masyarakat di Wilayah Desa Buntu Bedimbar juga mengungkapkan yaitu: “Peran kepolian sendiri memang terlihat cukup serius ya karena memang dari kepolian sendiri sekarang sudah sering patroli untuk mengamankan daerah-daerah yang rawan premanisme. Tapi kalau saya pribadi melihat itu seperti dirasa sebagai formalitas saja, karena memang dibeberapa waktu, kepolian itu hanya patroli saja, tidak bertanya kepada masyarakat gimana keadaannya terkait ada gak preman yang masih berkeliaran disini. Soalnya kan preman juga gak akan minta uang keamanan pas ada pihak kepolisian. Tapi kalau udah gak ada baru mereka minta”[footnoteRef:112].  [112: 	  Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Waluyo, pada tanggal 21 Juli 2025] 

	Upaya berupa patroli yang dilakukan oleh pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dirasa hanya dilakukan sebagai upaya formalitas saja, karena pada kenyataannya pelaksanaan patroli tidaklah dibarengi dengan peninjauan di lapangan untuk melihat terkait dengan aksi premanisme yang masih berlangsung di masyarakat. Hal ini tentu menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki kedepannya agar upaya untuk menangulangi aksi premanisme dapat teruwujud secara efektif. 
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Gambar 1. Dokumentasi  Wawancara Dengan AKP Sahri Sebayang
	Proses penegakan hukum aksi premanisme itu sendiri, sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP, Kepolisian memiliki kendala tersendiri selain dari hal-hal teknis seperti miss-komunikasi dan sebagainya. Akan tetapi, dari segi substansi pasal premanisme itu sendiri, dikarenakan kebanyakan memuat delik aduan, maka kewenangan pihak Kepolisian menjadi sangat terbatas. Sehingga ketika Kepolisian ingin menanggulangi aksi premanisme secara cepat, hal ini akan terkendala. Karena sifat dari delik aduan yang harus diproses setelah adanya laporan. Sehingga jika tidak ada laporan, maka pihak kepolisian wewenangnya akan menjadi sangat kecil.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
	Kemampuan untuk hidup mandiribu kanlah anugerah yang diperoleh manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membina hubungan baik satu sama lain agar dapat bekerja sama demi keuntungan bersama. Manusia menggunakan berbagai wadah untuk membangun hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan mendasar seperti keluarga hingga hubungan kompleks seperti negara.
	Perkembangan kehidupan manusia yang pesat dan semakin rumit dengan kemajuan diberbagai bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menyebabkan peningkatan kejadian dan keseriusan berbagai kejahatan yang mempunyai dampak negatif yang signifikan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Prinsip dalam penegakkan hukum sebagai faktor-faktor pokok dalam penegakkan hukum dalam pertimbangan utama yang mencakup meluangkan waktu yang tepat dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Pengambilan waktu yang tepat dalam menegakkan hukum bukan berarti pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, akan tetapi mengambil tindakan bilamana fakta-fakta yang mendesak telah dipertimbangkan. 
	Pengambilan waktu yang tepat yang demikian ini untuk mencegah terjadinya salah penangkapan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. KUHAP ditetapkan sebagai kerangka hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menggantikan HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement). Namun implementasi undang-undang ini masih menjadi kendala besar, khususnya dalam hal partisipasi dan pengamanan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. 
	Di Indonesia, konflik seringkali ditangani dengan cara damai. Daripada memastikan siapa pihak yang benar dan salah, akan lebih bermanfaat jika mencapai konsensus untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan mengurangi ketegangan antarpribadi. Tindakan premanisme adalah jenis kegiatan kriminal yang paling diperhatikan polisi dalam penyelidikan dan penuntutan. Pemberantasan segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan seseorang dilakukan oleh seluruh jajarannya, hal ini tidak terkecuali dijajaran Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar. Beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menang melawan aksi premanisme substansi hukum, yaitu situasi di mana aturan harus dipatuhi dan perlu adanya hukuman untuk menaatinya. 
	Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai macam norma yang dianut dalam masyarakat. Norma-norma itu bermacam-macam, antara lain yang berkaitan dengan kesantunan, kesusilaan, adat istiadat, agama, dan hukum. Komponen hukum yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum. Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum yang hidup (living law), yang merupakan hukum aktual di wilayah tersebut, dan bukan sekadar peraturan dalam buku. 
	Struktur hukum mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti jaksa, hakim, dan petugas polisi. Budaya hukum mengacu pada bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum di sekitar mereka, termasuk keyakinan, nilai, gagasan, dan aspirasi mereka. Pada akhirnya, cara penerapan hukum dibentuk oleh lingkungan pemikiran sosial dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum.
	Kendala dari segi substansi hukum ada pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia. Dalam penanggulangan tindakan premanisme sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, pelaku tindakan premanisme yang sudah profesional dalam melakukan aksinya serta sebagian dari mereka ada yang dibackup, keterbatasan pengetahuan, serta pembekingan terhadap pelaku oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelidikan.
	Dalam setiap penanganan laporan terkait pelaku didaerah pedalaman dan pelosok, Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat dan pejabat-pejabat daerah paling bawah sehingga proses penyelidikannya memakan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah variabel yang menyulitkan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menjalankan tugasnya, antara lain terkait peraturan perundang-undangan, kepolisian, masyarakat, dan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan seperti kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum, baik melalui tindakan preventif maupun hukuman, sangatlah penting.
	Salah satu keuntungan bagi para pelaku kejahatan lari keluar daerah adalah mereka dapat diterima baik oleh orang-orang didaerah itu karena orang-orang belum tahu-menahu mengenai status dan keadaan si pelaku di daerah asalnya. Ketidaktahuan orang-orang inilah yang menjadi perlindungan bagi pelaku tindakan premanisme yang melarikan diri ke daerah/kota lain. Bahkan masih banyak daerah/wilayah di Indonesia yang secara umum memiliki tingkat kecurigaan yang rendah terhadap orang-orang baruyang masuk ke wilayahnya. Keuntungan inilah yang menjadikan mereka merasa nyaman dan bisa melakukan kejahatan secara leluasa tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau keturunan, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan berbeda, dilakukan secara sadar: difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yangbersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.
	Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari keterampilan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan dalam menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.
	Dalam sistem hukum, budaya mengacu pada kumpulan norma dan nilai masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai proses mengaktifkan atau menonaktifkan sistem hukum oleh suatu badan atau orang. Budaya hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Friedman, mencakup gagasan dan kebiasaan bersama suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai faktor pendorong utama bagi keseluruhan sistem. Menonjolnya pernyataan yang mempromosikan kesetaraan manusia menjadi ciri budaya sosial kita. Sebagai contoh, profesi hukum menjunjung tinggi gagasan kesetaraan hukum, yang menyatakan bahwa semua orang dianggap setara di mata hukum. Di sisi lain, penebangan selektif seringkali digunakan sebagai metode penegakan hukum[footnoteRef:113]. [113: 	 Sunarto, K. Pengantar Sosiologi. Cetakan ke-2. (Jakarta, UI Publishing, 2018), hal. 83] 

	Anarki, yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang hukum dan dampaknya, menjadi katalis mendasar bagi banyak pelanggaran, termasuk kejahatan jalanan. Beberapa individu mungkin menolak untuk mengakui keberadaan supremasi hukum jika mereka tidak mendukung atau mempercayainya. Umumnya masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan polisi dalam mengidentifikasi kejahatan yang terjadi di jalanan. Mengantisipasi korban dan anggota masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan seringkali sia-sia, karena mereka seringkali memilih diam dibandingkan menuruti ekspektasi pihak berwenang. Korban dan saksi diberikan hak atas perlindungan hukum dalam segala bentuknya, sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), KUHAP seringkali terkesan mengabaikan hak asasi manusia, hak korban dan saksii[footnoteRef:114]. [114: 	 Waluyo, B. ViktimologiPerlindungan Korban dan Saksi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 31.] 

	Negara hukum menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan perlindungan hukum dari negara, menciptakan hubungan kekuasaan yang timbal balik. Kejahatan jalanan seperti parkir liar dan perampokan menjadi kasus yang marak tejadi di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sehingga para pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut. Pihak berwenang kesulitan memantau aksi premanisme karena para pelaku terkadang berpindah-pindah tempat dan selalu beraksi di malam hari. Kurangnya partisipatif masyarakat yang khawatir mengenai dampak yang mungkin timbul jika mereka melaporkan insiden yang pernah mereka lihat atau ketahui. Terjadinya kejahatan jalanan seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit.
	Kejahatan jalanan di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab seperti ekonomi dan lingkungan. Kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan dengan cara preventif dan represif. 
	Dalam Upaya penegakan hukum terhadap premanisme tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa, tentu tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan, hambatan tersebut antara lain: 
	Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme merasa takut terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya. 
	Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-backing oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut. Pihak Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut: 
1. Kendala Internal 
a. Sarana dan prasarana kurang memadai. 
	Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan. 
b. Jaringan informasi yang terputus. 
	Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat. 
2. Kendala Eksternal 
a. Kurangnya alat bukti dan saksi 
	Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian. 
b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. 
	Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi. 

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
	Premanisme merupakan aksi seseorang yang merasa diri mereka sebagai individual bebas yang tidak terikat, sehingga karena hal tersebut dengan segala tindakannya digunakan untuk melakukan aksi kejahatan berupa pemerasan, penganiayaan atau tindakan yang dapat meresahkan  dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. 
	Secara historis, dengan seiring berjalannya waktu premanisme merujuk pada suatu aksi individu atau sekelompok individu yang menggunakan tindakan kekerasan fisik atau psikis untuk mendapatkan keuntungan darinya. Hal ini dapat dilihat dari sikap seseorang yang melakukan pemerasan kepada orang lain dengan dimaksudkan untuk mendapatkan uang dari orang yang diperas. Aksi semacam ini juga terjadi di wilayah puger yaitu premanisme yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan pemasukan melalui cara  atau tindakan yang secara yuridis melanggar hukum karena aksi premanisme ini dilakukan dengan cara melakukan pemaksaan kepada seseorang, seperti meminta uang dari seseorang. 
	Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, aksi premanisme di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar ini jika dilihat dari pelaku premanisme itu sendiri  masih dikategorikan dalam aksi premanisme yang ruang lingkupnya kecil, karena aksi ini dilakukan oleh beberapa individual atau sekelompok kecil saja. Sehingga berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Neta S. Pane, pelaku aksi premanisme ini masih terkategorikan sebagai pelaku premanisme dalam kategori premanisme individu atau kelompok kecil yang tidak terorganisir. Tempat dari aksi premanisme ini terjadi di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar berada di sekitar daerah yang ramai dikunjungi oleh khalayak ramai. Utamanya wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar sebagai daerah yang memiliki kawasan wisata pantai dan laut menjadikan wilayah ini sering menjadi destinasi untuk banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan uang. Disebutkan berdasarkan wawancara peneliti, bahwa tempat yang rawan untuk terjadi aksi  premanisme ialah sebagai berikut: pasar, tempat wisata pantai, jalur lintas dan taman hiburan rakyat. 
	Tempat di atas menjadi tempat yang rawan terjadi aksi premanisme. Aksi premanisme yang terjadi di tempat-tempat tersebut secara kategori dilakukan berdasarkan dua tindakan yaitu: 
a. Tindakan Fisik: dalam hal ini, aksi premanisme dilakukan dengan cara melakukan aksi fisik berupa penganiayaan baik dengan cara memukul korban atau menyerang menggunakan kekuatan fisik dan lebih parah lagi aksi ini juga tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dalam tindakan fisik ini tidak hanya diniatkan menganiaya, akan tetapi penganiayaan yang dilakukan oleh preman juga didasari untuk mengambil alih barang seseorang. Contohnya dalam hal ini ialah mencuri dengan kekerasan, pemalakan atau pemerasan.
b.  Tindakan Psikis: tindakan psikis dalam aksi premanisme yang dilakukan merujuk pada tindakan seperti mengumpat, memaki, merendahkan dan melecehkan seseorang. Dalam tindakan ini, seorang preman melakukannya untuk menyebabkan ketakutan terhadap korban, sehingga pada saat merasa takut, hal tersebut dapat  dimanfaatkan oleh preman tersebut. 
	Aksi premanisme dalam KUHP sendiri dapat dilihat beragam kategorisasinya. Pasal 365 KUHP  menyebutkan “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 2. jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk kc tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”. 
	Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan”. 
	Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. 
	Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua. ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”. 
	Pasal 335 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2 barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena”. 
	Pasal 352 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. 
	Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
	Aksi premanisme di Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar tercatat sering sekali terjadi aksi premanisme dan ditangani oleh pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar. Untuk mengatasi hal demikian, peran serta Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian ialah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
	Fungsi kepolisian berdasarkan pasal di atas dijelaskan oleh Satjipto Raharjo sebagai salah satu institusi negara yang mewakili negara dalam hal megayomi, menjaga dan melaksanakan ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di masyarakat, sehingga dengan adanya fungsi yang demikian, wajib bagi pihak Kepolisian untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan tentang, tentram dan damai. Hal ini berlaku juga dalam penertiban aksi premanisme yang ada di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar. Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menertibkan aksi premanisme yang ada di masyarakat menitikberatkan perannya sebagai lembaga yang berada di garda terdepan agar aksi premanisme ini dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat bisa menjadi aman dalam menjalankan kehidupannya. 
	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme sangat penting untuk dibahas. Mengingat bahwa langkah-langkah atau metode yang digunakan pihak kepolisian itu merupakan strategi sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya premanisme tersebut, agar masyarakat bisa mengetahui langkah-langkah yang digunakan pihak kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya premanisme, sehingga tidak menimbulkan lagi perdebatan dikalangan masyarakat mengenai kinerja kepolisian terhadap perbuatan premanisme ini yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat. 
	Menurut AKP Sahri Sebayang bahwa, langkah-langkah yang digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar antara lain :
1. Penyeluhan
2. Patroli[footnoteRef:115]. [115:  Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Demikian juga yang dikemukakan Abdur Rohim yang menyebutkan bahwa, upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar antara lain :
1. Preventif (Pencegahan)
2. Penyeluhan
3. Parisia/Penindakan[footnoteRef:116]. [116:  Hasil wawancara dengan Abdur Rohim pada tanggal 8 Juli 2025] 

	Temuan pembahasan pada peran Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam menertibkan aksi premanisme di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar terbagi ke dalam dua kategori penindakan yaitu sebagai berikut: 
a. Tindakan yang bersifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam bentuk agenda rutin untuk mencegah terjadinya aksi premanisme di masyarakat. Dalam tindakan yang demikian, Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar membuat beberapa agenda diantaranya ialah melakukan patroli secara rutin di daerah yang rawan terjadi aksi premanisme, sehingga dengan adanya pihak kepolisian di titik rawan terjadinya aksi premanisme, hal ini dapat mencegah seseorang melakukan aksi premanisme di tempat tersebut. Kemudian Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar juga menempatkan beberapa anggotanya atau orang yang dipercaya dapat berafiliasi secara langsung oleh pihak kepolisian seperti satpam di daerah rawan terjadinya aksi premanisme tersebut. Selain itu, dalam tindakan preventifnya ini, Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar juga menggandeng paguyuban, komunitas sampai Dinas Sosial untuk terlibat dalam proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memberitahukan terkait pentingnya menjaga kemanan dalam hal menghilangkan aksi premanisme di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar. Bagi Dinsos sendiri, Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar bekerjasama untuk memberdayakan orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi preman, sehingga Dinsos dapat memberikan edukasi untuk individu tersebut agar dapat mencari penghasilan selain  dari melakukan aksi premanisme.
b.  Tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar untuk melakukan penegkan hukum terhadap aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan fungsi pihak kepolisian sebagai aktor penegak hukum di Indonesia. Maka kategorisasi aksi premanisme sebagai tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pihak kepolisian akan menindak tegas aksi premanisme agar individu yang telah melakukan aksi premanisme dapat merasakan efek jera atas tindakannya yang melanggar hukum tersebut. Dalam hal ini Pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar juga tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat, terutama pada aksi premanisme yang menimbulkan korban jiwa seperti terenggutnya nyawa seseorang. 
	Peran Kepolisian Sektor Puger dalam menertibkan aksi kejahatan premanisme secara substansi telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa disebutkan, peran ini diwujudkan sebagai implementasi dari fungsi lembaga Kepolisian yang dimaksudkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian. Selain itu, tindakan premanisme yang sejatinya merupakan indikasi dari adanya masyarakat yang belum sadar terhadap hukum, maka dalam hal ini Pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c UU Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat salah satunya adalah mengenai pembinaan kesadaran hukum. Oleh karena itu, pihak Polsek Puger menyadari bahwa adanya pasal 14 huruf c UU Kepolisian memberikan instrumen baru agar Kepolisian juga mampu membuat strategi penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara represif akan tetapi juga secara preventif, sehingga hal ini dapat diantisipasi sebelum terjadi aksi premanisme. 
	Proses penegakan hukum aksi premanisme itu sendiri, sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. Di Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP, Kepolisian memiliki kendala tersendiri selain dari hal-hal teknis seperti miss-komunikasi dan sebagainya. Akan tetapi, dari segi substansi pasal premanisme itu sendiri, dikarenakan kebanyakan memuat delik aduan, maka kewenangan pihak Kepolisian menjadi sangat terbatas. Sehingga ketika Kepolisian ingin menanggulangi aksi premanisme secara cepat, hal ini akan terkendala. Karena sifat dari delik aduan yang harus diproses setelah adanya laporan. Sehingga jika tidak ada laporan, maka pihak kepolisian wewenangnya akan menjadi sangat kecil. 
	Peran Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar untuk menertibkan aksi premanisme di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar secara konsekuen didasarkan pada dua kategori penindakan yaitu tindakan preventif dan represif. Dengan kedua tindakan yang diambil ini, peran Kepolisian Sektor Puger berkomitmen menjadi lembaga yang berada di garda terdepan untuk dapat menertibkan masyarakat sebagaimana fungsi dan tugas Kepolisian, sehingga diharapkan hal ini dapat menjaga ketentraman, kenyamanan dan kemanan yang ada di masyarakat. 
	Temuan penelitian juga menemukan bahwa terdapat beberapa catatan yang diungkapkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa aksi preventif seperti patroli yang dilakukan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar secara substansi tidak didasarkan pada peninjauan lapangan secara komprehensif. Patroli tersebut dilakukan dalam tahapan formalisasi semata, sehingga pada praktiknya, patroli tersebut tidak menyentuh ranah pengecekan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini tentunya dapat menyebabkan upaya penanggulangan aksi premanisme dapat kekurangan efektifitasnya. Dan jika hanya patroli semata, tanpa terdapat peninjauan secara langsung kepada masyarakat, maka aksi premanisme akan tetap ada dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau aksi tersebut dilakukan saat patroli dari pihak kepolisian tidak dilangsungkan.
	Upaya yang dilakukan terhadap penanganan premanisme yang dilakukan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar tersebut masih belum terlaksana dengan baik, khususnya pada bentuk-bentuk kegiatan operasi preman yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Masih kurangnya tingkat keberhasilan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian khusus terhadap permasalahan preman tersebut. Kondisi demikian disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan pada pelaksanaan operasi tersebut. Kendala mendasar adalah pada  tahapan-tahapan operasi yang dilakukan tidak sepenuhnya melibatkan pihak kepolisian, khususnya pada tahap perencanaan. Bentuk-bentuk operasi kepolsian yang bersifat khusus saat ini lebih mengedepankan tindakan yang bersifat represif daripada yang bersifat preventif, serta yang menjadi bias adalah sasaran dari operasi yang dilakukan masih belum fokus atau masih bersifat umum. 
	Keberadaan preman merupakan salah satu ciri kehidupan kelas bawah, bahkan menjadi suatu gaya hidup dan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terhadap permasalahan keberadaan preman ini pihak Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar tidak tinggal diam, karena sudah cukup banyak langkah dan upaya yang dilakukan. Penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek, berdasarkan dari data dan wawancara yang dilakukan tidak sepenuhnya atas inisiatif dari pihak kepolian di wilayah Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, namun juga ada beberapa kegiatan penanganan preman ini yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Kebijakan satuan atas ini antara lain atas perintah dari Mabes Polri yang secara berjenjang turun ke tingkat Polda, lalu Polres, dan diteruskan sampai tingkat Polsek. Selain kebijakan dari Mabes Polri ada juga kebijakkan dari Polda dan Polres. Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian “Cipta Kondisi” dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman. 
	Selain bentuk-bentuk kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, masih ada upaya-upaya lain yang dilakukan secara tidak langsung telah mengarah terhadap penanganan keberadaan preman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan dalam tindakan kepolisian yang bersifar preventif. Kegiatan-kegiatan preventif ini dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang pada dasarnya mengarah pada menciptakan situasi Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar.
	Penanganan segala bentuk aksi premanisme di wilayah Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar seharusnya harus dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait pada tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen yang ada di masyarakat jika ingin tercapai apa yang sudah menjadi tujuan dan sasarannya. Penanganan preman yang dilakukan oleh Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar yang aplikasinya di lapangan lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat represif. Bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat represif ini pada dasarnya sesuai dengan kebijakan satuan atas, baik pada saat sedang digelarnya operasi kepolisian Pekat, kebijakan atau perintah-perintah lisan dari Kapolda, dan secara situasional inisiatif dari pimpinan polsek, yang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat serta upaya-upaya penertiban pedagang atau lalu lintas jalan yang secara tidak langsung mengarah pada keberadaan preman. 
	Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, serta analisa data yang dilakukan pada saat penelitian terhadap penanganan preman yang dilakukan di wilayah Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, pada pelaksanaannya lebih mengedepankan upaya represif. Dikedepankannya represif berkaitan dengan kebijakan yang memberikan target jumlah preman yang ditangkap dan diwajibkan memberikan laporannya secara rutin baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kondisi demikian tentunya terkesan penanganan yang dilakukan hanya mementingkan dari segi kuantitas dari pada kualintas, bahkan stigma yang ada Polsek akan mendapat teguran jika tidak ada hasil yang ditangkap atau dilaporkan pada kegiatan penanganan preman ini. Stigma demikian tidak dapat dipungkiri terjadi pada setiap bentuk operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat (Mabes Polri), kebijakan  satuan atas (Polda/Polres), dan situasional atas kebijakan Kapolsek. 
	Operasi Kepolisian “Pekat” merupakan salah satu bentuk operasi kepolisian yang langsung kendali dari pusat, dalam hal ini Mabes Polri. Operasi ini dilaksanakan selama 30 hari yang pada pelaksanaannya mengedepankan penegakkan hukum, yang pada pelaksanaannya didukung kegiatan intelijen dan kegiatan pencegahan. Tujuan dari operasi ini adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menumbuhkan rasa aman, nyaman dan tentram pada masyarakat agar terbebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan pelaku kejahatan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka menanggulang berbagai bentuk penyakit masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah permasalahan keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dikategorikan masuk dalam perbuatan pidana. 
	Perencanaan operasi Pekat ini dilakukan oleh Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke tingkat Polda, setelah itu Polda menjabarkan Rencana Operasi Pekat (Ren. Ops) dari Mabes Polri menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan konsolidasi. Setelah menerima rencana operasi Pekat dari Mabes Polri, Polda melakukan 3 tahapan yang ada, yaitu tahap persiapan yang dilakukan untuk menginventarisir dan menyusun data awal sasaran operasi, mempersiapkan piranti lunak, pengorganisasian, dan melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi serta instansi terkait. Setelah melakukan persiapan-persiapan sesuai petunjuk dari Mabes, maka Polda mengeluarkan perintah pelaksanaan operasi (Prinlak-Ops) ke satuan-satuan kerja yang ada di Polda dan satuan kewilayahan pada tingkat Polres, yang salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Isinya antara lain terdiri dari tujuan, sasaran, cara bertindak, pembagian tugas/pengorganisasian, tanggung jawab, sistem pelaporan, dan lain-lain. 
	Pada bentuk operasi ini, Kapolda sebagai kepala operasi memiliki tugas dan tanggung jawab, memimpin, bertanggung jawab, dan sebagai penentu kebijakan maupun pengendali atas keseluruhan pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar pada pelaksanaan operasi Pekat ini berada atas kendali Polres Deli Serdang. Pada operasi Pekat ini tahapan-tahapan operasi yang ada tidak sepenuhnya Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar turut dilibatkan, khusunya pada tahap persiapan. Polsek hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja yang bersifat represif dengan melakukan razia-razia pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan preman. Dari hasil analisa dokumen dan wawancara dengan beberapa anggota, Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar diwajibkan melakukan kegiatan-kegiatan razia dengan sasaran preman-preman, yang pelaksanaannmya dilakukan secara mandiri oleh Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar maupun dilakukan untuk mendukung satuan atas. Razia preman yang dilakukan oleh Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar di lapangan khususnya pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, dengan menangkap para preman yang berkeliaran dijalan dan dianggap  meresahkan masyarakat. 

	Selain dengan proses pentahapan operasi yang tidak dilaksanakan, kendala keberhasilan pada operasi ini yang paling mendasar adalah mengenai aturan hukum mengenai keberadaan preman itu sendiri. Masih belum jelas aturan dan tidak tertuangnya pada ketentuan pidana (KUHP) mengenai keberadaan preman, misalnya jika seseorang menjadi preman atau bergabung dalam kelompok preman belum ada aturan yang melarangnya. Kelemahan aturan hukum ini mengakibatkan pada tahap pelaksanaan razia preman di lapangan, yang mana mengakibatkan tidak jelasnya sasaran orang-orang yang ditangkap atau menjadi bias, sehingga terkadang asal tangkap atau salah tangkap. 
	Berkaitan dengan hukum dan aturan yang masih belum ada mengenai preman, mengakibatkan kepolisian tidak dapat melakukan penegakkan hukum terhadap para preman yang tertangkap atau terjaring pada saat razia dilakukan. Jika dikaitkan dengan aturan hukum yang ada memang beberapa bentuk-bentuk kegiatan preman pada dasarnya melanggar hukum dan dapat dilakukan penegakkan hukum pidana, namun hanya sebatas pada saat tertangkap tangan atau adanya laporan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan preman. 
	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Brimob Kompi  2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar pada operasi ini langsung melakukan kegiatan razia-razia preman atau tindakan represif pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan keberadaan preman, beberapa bentuk kegiatannya adalah: 
a) Menangkap dan menyerahkan preman ke satuan atas dalam hal ini Polres Deli Serdang, untuk dilakukan proses lebih lanjut di data serta untuk diberikan arahan. 
b) Melakukan pendataan dan screening terhadap para preman yang telah ditangkap untuk mendapatkan identifikasi jika suatu saat ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. 
	Penanganan preman khususnya pada bentuk operasi kepolisian Pekat ini, tidak dapat dipungkiri selama operasi ini berlangsung terkesan bersifat seremoni atau dapat dikatakan hanya sekedar mengikuti acara pagelaran yang sedang berlangsung saja tanpa ada tanggung jawab terhadap fungsi dan perannya sebagai aparat kepolisian yang memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman terhadap kegiatan masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh AKP Sahri Sebayang di ruang kerjanya, pada saat wawancara mengenai pelaksanaan operasi preman saat sedang dilaksanakan operasi kepolisian Pekat, sebagai berikut: “…Kami melaksanakan penanganan preman, ya berdasarkan perintah dari Kapolres seperti saat dilakukan “Operasi Cipta Kondisi” atau adanya perintah lisan Kapolres dan pada saat Operasi Kepolisian Pekat. Yang terpenting kewajiban kami dari satuan atas harus ada yang ditangkap dan dilaporkan kegiatannya sudah amanlah ga ada teguran. Di luar kegiatan itu, kami melakukan kegiatan penanganan jika ada tindak pidana atau ada yang melaporkan perilaku preman terhadap si pelapor…”[footnoteRef:117] [117: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang, pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Pernyataan tersebut secara sekilas memang merupakan situasi yang dilema, namun kondisi yang dihadapi di lapangan oleh pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dalam melakukan penanganan terhadap preman dan kelompoknya. Fenomena di atas tidak akan terjadi jika seluruh personil dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai mana mestinya sesuai dengan tugas pokonya sehari-hari. Apa yang ada dan terjadi terhadap masyarakat saat ini di lingkungan pasar adalah merupakan akumulasi dari kesalahan penjabaran dari fungsi dan peran personil dalam melaksanakan tugas. Hilangnya kepercayaan masyarakat yang ada di lingkungan Desa Buntu Bedimbar dan sekitarnya ini terhadap kinerja kepolisian, mengakibatkan kepercayaan untuk menjamin rasa aman, tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari mereka di pasar berpaling kepada para preman dan kelompoknya. 
	Operasi kebijakan satuan atas merupakan bentuk operasi kepolisian yang terdiri atas kebijakan Kapolda dan terdapat juga yang merupakan kebijakan dari Kapolres. Pada operasi yang merupakan kebijakan Kapolda maka secara otomatis merupakan kendali Polda. Operasi atas kebijakan Kapolda ini dilaksanakan pada saat-saat tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat atau pada saat akan dilaksanakannya bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berupa kegiatan untuk kepentingan daerah, antara lain pada saat akan dilangsungkannya Pilkada, hari-hari besar nasional, kegiatan kenegaraan yang akan dilaksanakan di wilayah Deli Serdang, dan acara-acara lain yang memungkinkan munculnya gangguan atau kerawanan ancaman Kamtibmas. Untuk kegiatan operasi yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar ini salah satunya adalah operasi cipta kondisi, pada operasi cipta kondisi ini salah satu sasarannya adalah mengenai keberadaan preman. Operasi cipta kondisi ini hasil dari data dan wawancara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat, yang dilakukan oleh Polsek hanya bersifat represif dengan bentuk kegiatan melakukan razia preman. 

	Tahapan perencanaan dari operasi ini dilakukan oleh Polda, namun pada opersi ini Polsek diminta masukan mengenai lokasi-lokasi yang rawan atas keberadaan preman dan bentuk-bentuk kegiatannya. Untuk tingkat koordinasinya pada operasi ini tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat. Pada pelaksanaan razia masih diemban sepenuhnya oleh Polsek. Bentuk operasi preman yang merupakan kebijakan dari Kapolres dan kendali dari Polres, dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, salah satu bentuk operasi kebijakan dari Kapolres, yang dilakukan atas pertimbangan situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Deli Serdang. 
	Pertimbangan dapat juga mengacu atas dasar perkiraan intelejen atau tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh preman semakin meningkat. Berdasarkan analisis data dan wawancara yang dilakukan dengan AKP Sahri Sebayang, kegiatan operasi preman yang dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, menggunakan sistem pelaporan setiap minggu atau harian yang ditentukan oleh Polres. Selain bentuk laporan tertulis yang telah ditentukan Polsek membawa para preman yang telah ditangkap ke Polres untuk dikumpulkan dengan hasil-hasil dari Polsek lain, kemudian dilakukan pendataan, pembinaan, dan disosialisasikan mengenai tindakan penangkapan kepada preman-preman. Ekspos kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk shock therapy kepada para preman lainnya untuk tidak berada di wilayah Desa Buntu Bedimbar. Pengendalian yang dilakukan Kapolres adalah dengan turun langsung di lapangan pada waktu-waktu tertentu dengan didampingi Kapolsek pada saat razia preman dilakukan. 
	Operasi kebijakan satuan atas ini, baik yang dilaksanakan atas kendali Polda maupun kendali Polres, yang pada pelaksanaannya lebih menonjolkan bentuk-bentuk kegiatan kepolisian yang bersifat represif, yaitu dengan melakukan kegiatan razia pada lokasi-lokasi yang rawan keberadaan preman dan kriminalitas yang dilakukan oleh preman dan kelompoknya. Dari hasil data dan wawancara kedua bentuk kegiatan operasi penanganan preman yang dilakukan, arah dan tujuannya lebih mengarah hanya sebagai shock therapy. Harapan dengan dilakukan razia-razia terhadap para preman, maka para preman yang ada akan merubah sikapnya dan akan berpikir untuk tetap melakukan kegiatannya sebagai preman. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AKP Sahri Sebayang, sebagai berikut: “…selain saat operasi-operasi yang dilakukan, kami juga melakukan razia preman saat ada perintah langsung dari Kapolres atau pada saat operasi cipta kondisi. Pelaksanaannya setiap Polsek diwajibkan melakukan kegiatan razia preman dan melaporkan hasilnya setiap minggu. Laporan dikirim dengan menggunakan format yang sudah ditentukan dari satuan atas, serta ada penekanan wajib ada yang ditangkap. Kalau ga ada hasil yang ditangkap pada laporan mingguan, ya siap-siap ditegur bos atau dianggap tidak melaksanakan tugas. Dari pada ditegur Kapolres atau Kabag Ops, ya mau ga mau minimal adalah yang ditangkap tiap minggunya, ya sekaligus sebagai shock therapilah bagi para preman lain di wilayah Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar yang susah menghilangkannya…”[footnoteRef:118]  [118: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Kebijakan Kapolres yang bersifat lisan ini secara tidak langsung memang menjadikan para preman sedikit gentar untuk menunjukan keberadaannya. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para preman yang takut dan mengurangi sementara kegiatannya adalah preman-preman yang bersifat dadakan atau coba-coba berperilaku jadi preman, sedangkan para preman yang memiliki kelompok besar dan solid masih tetap melakukan bentuk-bentuk kegiatannya, dengan memungut uang kepada para pedagang, supir angkutan umum, dan menarik uang parkir pada lokasi parkir-parkir ilegal. 
	Bentuk operasi preman yang bersifat situasional ini merupakan kebijakan pimpinan Brimob Kompi 2 . Kegiatan operasi bersifat situasional ini, merupakan salah satu bentuk strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek beserta seluruh personil yang ada. Pimpinan Brimob Kompi 2 melakukan kebijakan operasi yang bersifat situasional ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan kegiatan operasi preman, pembagian tugas, dan kapolres sebagai pemimpin dalam operasi, serta sebagai pengendali pada pelaksanaannya. Perencanaan pada operasi ini dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi serta berdasarkan angka kriminalitas yang tinggi disebabkan oleh perilaku kelompok preman. Berdasarkan situasi dan kondisi itulah Brimob Kompi 2  merencanakan kegiatan operasi dengan melibatkan aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan pengelola pasar. 
	Pengorganisasian dilakukan pimpinan Brimob Kompi 2  berdasarkan tugas pokonya masing-masing personil pada unit-unit yang ada. Kegiatan-kegiatan yang bersifat situasional terdiri dari beberapa kegiatan baik represif maupun preventif. Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan operasi preman yang atas kebijakan kapolsek lebih jelas tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada operasi kebijakan pimpinan Brimob Kompi 2  sama seperti pada operasi-operasi sebelumnya yaitu dengan melakukan razia para preman pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas yang dilakukan oleh preman. Perbedaan pada operasi ini adalah adanya koordinasi dengan pihak terkait, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat tidak turut serta dengan berbagai alasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang sebagai berikut: “…sebelum pelaksanaan razia memang kita mengadakan rapat koordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, pengelola pasar dan intansi terkait dan tokoh masyarakat. Pada saat rapat mereka setuju, tapi begitu pada pelaksanaannya tidak ada, dengan berbagai alasan. Ya mau ga mau kita lakukan sendiri …”[footnoteRef:119] [119: 	 Hasil wawancara dengan AKP Sahri Sebayang pada tanggal 7 Juli 2025] 

	Kegiatan operasi yang bersifat situasional atas kebijakan yang dilakukan ini, berdasarkan hasil temuan peneliti baik dari wawancara, data-data yang ada, dan dijumpai langsung di lapangan memiliki strategi penanganan yang sudah mengarah kepada fungsi manajemen menurut Robinns  yang meliputi adanya perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan Brimob Kompi 2, pengorganisasian dengan pembagian tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, kepemimpinan  yang mampu memberi motivasi anggota, dan pola pengawasan atau pengendaian yang secara langsung. Sehingga pada kegiatan operasi preman secara situasional yang dilakukan atas kebijakan ini lebih memiliki nilai hasil yang tinggi dan dirasakan dampaknya, dibandingkan dengan bentuk-bentuk operasi Pekat dan operasi yang merupakan kebijakan satuan atas. 
	Upaya lain mengarah untuk penanganan preman yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dengan melaksanakan penertiban-penertiban yang menjadi lahan atau sumber pemasukan bagi para preman, yaitu penertiban pedagang kaki lima. Tujuan dari penertiban ini secara tidak langsung menghilangkan aktifitas preman di lokasi-lokasi yang ditertibkan. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi beberapa operasi yang dilakukan tidak berhasil dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan instansi terkait serta menyadari akan sulit menyentuh langsung terhadap para preman dan kelompoknya. 
	Upaya preventif yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, yaitu kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, media, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan beberapa elemen yang ada. Kerja sama dan koordinasi merupakan langkah yang sangat mutlak dilakukan oleh pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A, sebab permasalahan preman tidak akan dapat ditangani oleh satu institusi saja. Dukungan dan partisipasi yang diberikan atau kerja sama tentunya beragam tergantung tujuan dan bidang tugasnya. Bentuk-bentuk dukungan dari mereka diantaranya adalah: 
1) Dukungan Masyarakat 
	Dukungan masyarakat yang dilakukan adalah turut serta menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, antara lain pada komplek atau perumahan mewah secara swadaya mereka memperkeijakan tenaga keamanan (security) atau Satpam pada komplek perumahannya dan ada juga beberapa rumah yang khusus menggunakan security menjaga rumahnya. Kondisi demikian cukup membantu tugas yang dilakukan kepolisian, sebab dengan sarana yang terbatas tidak akan bisa back-up seluruh wilayah Desa Buntu Bedimbar.
	Dukungan masyarakat lainnya, adalah tumbuhnya minat dan kesadaran warga untuk bekerjasama membangun kemitraan dalam pemecahan masalah, mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan balai kemitraan masyarakat, dan menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material dalam penanganan permasalahan pertikaian atau keributan antara warga. 
2) Media Massa 
	Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dan kegiatan penanganan preman, sera razia yang dilakukan. Sekaligus sebagai sok terapi dan sosialisasi mengenai Kamtibmas. 
3) Pelaku Bisnis 
	Pelaku bisnis/pengusaha merupakan salah satu komponen yang mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta kerja sama mengelola keamanan di sekitar tempatnya berusaha. Tidak dapat dipungkiri ada partisipasi dari pihak pengusaha untuk personil kepolisian, sebagaimana dijelaskan jumlahnya tidak mengikat dan atas rasa simpati para pengusaha tersebut atas kinerja personil yang giat melakukan patroli di lapangan khususnya pada malam hari. Bentuk partisipasi lainnya adalah mereka turut memperhatikan kondisi lingkunagan sekitar, sehingga keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat sangat menjadikan tingakt perekonomian masyarakat sedikit meningkat. Dengan kondisi demikian, maka gangguan-gangguan kriminalitas dengan sendirinya tersingkir atau sangat rendah keberadaannya. 
4) Meningkatkan Kepedulian Masyarakat 
	Kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan preman ini tentunya juga tidak terlepas dari aspek masyarakatnya. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pada umumnya, khususnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri terhadap hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. 
	Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan efek timbal balik atas pelaksanaan penanganan preman di lapangan yang dilakukan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, sehingga akan muncul opini masyarakat yang salah atau negatif atas langkah atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah persepsi dan pengertian yang ada di masyarakat wajar terjadi, walaupun proses penanganan preman sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini tidak terlepas dari masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat, selain itu yang cukup berpengaruh besar adalah hasil yang dicapai tidak memuaskan atau pengakuan dari masyarakat. Sehingga akan tetap akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa kepolisian dalam hal ini Polsek tidak bekerja dengan baik atau dugaan masyarakat bahwa dimungkinkan telah terjadi hubungan yang terjalin anatar kepolisian dengan preman yang ada, benar terjadi. 
	Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tugas dan wewenang aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepedulian ini bukan saja dengan membantu langsung, tetapi dengan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Polsek tidak kalah pentingnya dengan berperan serta langsung. Adanya sikap tidak peduli dengan lingkungan, tidak melaporkan kepada pihak Polsek atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para preman kepada mereka menunjukkan kurangnya kepedulian tersebut dan pemahaman terhadap tugas dan wewenang aparat kepolisian sebagai penegak hukum. 
	Ketidakperdulian masyarakat ini tentunya berkaitan dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang mereka miliki. Kondisi lingkungan masyarakat yang ada di kawasan Desa Buntu Bedimbar lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kepedulian terhadap lingkungan sangat kurang. Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat yang dilakukan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar adalah dengan lebih mengedepankan atau memberdayakan petugas Polmas yang menggunakan cara-cara konvensional berupa sambang, pendekatan kepada masyarakat, berbaur saat-saat renggang sambil berbincang-bincang, selalu hadir pada kegiatan kemasyarakatan, dan sebagai penampung setiap keluhan-keluhan masyarakat serta sebagai penyambung lidah menyampaikan harapan-harapan masyarakat kepada kepolisian, aparat kecamatan, dan pengelola pasar. 
	Selain itu, upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil yaitu menganjurkan personilnya untuk meningkatkan kemampuannya baik dengan membaca buku-buku yang berguna tentang tugas-tugas kepolisian dan juga menganjurkan mengikuti pendidikan umum pengembangan sebagai upaya menambah pengetahuan. Langkah terobosan dalam upaya peningkatan SDM yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal yaitu mengikutsertakan mereka untuk kuliah dalam S1 ilmu hukum. 
	Kemudian, Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar memiliki personil Polmas yang disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada dalam wilayah hukum Brimob Kompi 2. Dengan lebih memberdayakan petugas Polmas sesuai dengan wiyah dan tanggung jawabnya, pimpinan Brimob menekankan secara khusus agar melakukan pendekatan secara terus menerus kepada para pedagang dan supir-supir sehingga keberadaannya dapat dirasakan masyarakat. 
	Pemberdayaan petugas Polmas dalam strategi penanganan preman perlahan tapi pasti menurut hasil penelitian di lapangan mulai menunjukan hasilnya, serta strategi Kapolsek dengan melakukan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan bersama seluruh personil tidak melihat fungsi dan tugas pokoknya sudah mulai digiatkan. Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar sudah mulai membuahkan hasil dalam upaya menarik kembali kepercayaan masyarakat. 
	Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dilakukan secara terjadwal dan terencana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Patroli. Patroli yang dilaksanakan meliputi seluruh wilyah hukum Desa Buntu Bedimbar, dengan memanfaatkan 4 (empat) unit kendaraan patroli yang dimiliki, masing-masing kendaraan terdiri 4 (empat) personil. Selain patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli yang dilakukan oleh unit lainnya yaitu unit Intelkam, Reskrim, dan Bimmas/Personil Polmas, disebut dengan patroli kotak. Patroli ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang sudah diletakkan kotak-kotak patroli, lalu mengisi dengan blanko yang sudah ditentukan. 
	Kenyataan sehari-hari tugas polisi sebagian besar lebih bersifat preventif dan pada dasarnya tugas-tugas yang bersifat preventif ini sudah dapat terlihat hasilnya terhadap pencegahan kejahatan, niat jahat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, dan beberapa kegiatan para preman. Patroli polisi merupakan suatu bentuk yang ideal dari tugas kepolisian yang bersifat preventif bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan atau membutuhkan keberadaan polisi disekitarnya. 
	Koordinasi yang dilakukan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar terhadap keberadaan preman dan kelompoknya pada saat akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian (terpusat, kebijakan dan satuan atas) penangan preman yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar berupa penyampaian masalah-masalah sosial yang terjadi termasuk keberadaan dan preman pada saat rapat-rapat koordinasi di kecamatan atau pada forum diskusi yang dilaksanakan oleh pihak Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar.
	Penyampaian masalah-masalah ini bertujuan agar para aparat pemerintah dan elemen yang ada di masyarakat bahwa permasalahan preman ini benar-benar ada dan merupakan pelanggaran hukum atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Koordinasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian baik yang bersifat terpusat dari Mabes Polri dan operasi tingkat Polres secara garis besar sudah cukup, namun tidak diteruskan kepada lingkup kecamatan yang menjadi wilayah hukum Polsek. Hasil temuan dari data dan wawancara, pada kegiatan operasi preman yang bersifat kebijakan satuan atas tidak terlalu dititik beratkan untuk melakukan koordinasi, namun hanya melakukan  upaya represif dengan kewajiban mendapatkan hasil selama kegiatan operasi dilakukan. Hal ini disebabkan karena untuk operasi yang dilakukan atas satuan atas dan operasi yang sistem pelaporannya terpusat, rapat-rapat koordinasi hanya dilakukan untuk tingkat atas, memang seharusnya instansi terkait tingkat atas yang ikut dalam serta rapat koordinasi juga meneruskan hasil rapat ke tingkat bawah, yaitu pada tingkat kecamatan dan kelurahan. 

	Koordinasi yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar dapat berjalan atau dilaksanakan dengan terencana dilakukan hanya pada saat bentuk kegiatan penanganan preman atas inisiatif pimpinan yang kegiatannya bersifat situasional melihat situasi dan kondisi yang berkembang. Bentuk koordinasi yang dilakukan di antaranya rapat-rapat yang menyangkut Kamtibmas, pada saat adanya sosialisasi kepada pihak terkait tentang kebijakan Polri, dan melalui surat atau hubungan langsung mengenai kegiatan-kegiatan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar.
	Selain itu juga koordinasi mengenai Kamtibmas biasanya dilaksanakan jika ada kejadian-kejadian, kisaran suara, dan keluhan dari masyarakat mengenai tindak tanduk preman di kawasan Desa Buntu Bedimbar dan sekitarnya. Tidak maksimalnya koordinasi yang dilakukan, khususnya dalam penanganan preman di kawasan Desa Buntu Bedimbar, berkaitan dengan masih kurang profesionalnya personil Polri pada pelaksanaan tugas, adanya oknum dari pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dengan keberadaan preman tersebut, dan khusus dalam kontek penanganan preman tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat atas hukum masih kurang khususnya mengenai keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatannya. Sehingga dari hasil wawancara dan data yang ada terkesan ada keengganan/pembiaran terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan preman yang ada di kawasan Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar tersebut oleh aparat yang ada. 
	Koordinasi yang dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar selain dengan instansi terkait, juga dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada serta ormas-ormas kemasyarakat. Secara umum koordinasi ini sering dilakukan oleh Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar, namun khusus untuk masalah preman Brimob Kompi 2 Batalyon A Desa Buntu Bedimbar mengalami kesulitan untuk mendapat respon dari tokoh masyarakat. 



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 
1. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme merasa takut terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Selan itu, kurangnya alat bukti dan saksi terkait tindak pidana premanisme.
3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu penyuluhan, patroli, upaya preventif atau pencegahan dan penindakan.
	
B. Saran
1. Diharapkan agar pihak Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa lebih giat lagi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang premanisme, memberikan pengertian akan bentuk-bentuk premanisme, bahaya premanisme, dampak premanisme, sanksi terhadap pelaku yang melakukan premanisme serta memasang spanduk yang berisikan peringatan akan bahaya premanisme serta memberikan nomor pihak kepolisian yang dapat dihubungi apabila melihat kasus tersebut. 
2. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ada, terlebih kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk dapat bersikap lelbih tegas dan dalam menangani kasus premanisme, sehingga dengan lebih ditegaskannya lagi pengawasan dan dikeluarkannya pengaturan hukum yang mengatur dan melarang praktik premanisme, maka akan bertambah pula tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum dan diharapkan dapat mengurangi praktik premanisme yang banyak terjadi di indonelsia khususnya di Desa Buntu Bedimbar. 
3. Diharapkan agar pihak Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar dapat lebih menekankan upaya pencegahan dan penanganan praktik premanisme yang terjadi di wilayah Desa Buntu Bedimbar. Dalam menanggulangi hal tersebut, diharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mencegah berkembangnya premanisme. Masyarakat dapat mengontrol sosial dan berperan aktif sebagai memelihara prinsip dan norma yang berlaku di seluruh masyarakat. Keluarga juga memainkan peran penting (sentral) karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat dan tempat nilai sosial dibentuk. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dan agar wilayah Desa Buntu Bedimbar dapat menjadi daerah yang bebas dari praktik premanisme.
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